JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia terdapat perubahan struktur
organisasi, perubahan lingkungan strategis, dan
perubahan  kondisi yang memengaruhi aspek
perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta
kondisi lainnya yang dapat meningkatkan kinerja dan
pelayanan publik Kejaksaan Republik Indonesia;

bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 12 Tahun 2020
tentang Rencana  Strategis Kejaksaan Republik
Indonesia Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan dan
kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Rencana
Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-
2024;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 67355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10j;

6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
33);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 635);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1
Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun
2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.



Pasal 2
Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun
2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
merupakan pedoman bagi satuan kerja di lingkungan
Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyusun penjabaran
rencana strategis dan rencana kerja dari masing-masing
satuan kerja.

Pasal 3
Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun
2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kejaksaan ini.

Pasal 4
Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kejaksaan
Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang termuat dalam
Sistem Informasi KRISNA-Renstra yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis
Kejaksaan Republik  Indonesia  Tahun 2020-2024
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5
Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku, Peraturan
Kejaksaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 725j, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kejaksaan ini

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

/?

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2023

JENDERAL
N PERUNDANG-UNDANGAN

TRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
K INDONESIA,

ASEP N.

BHERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 517




1.1 Kondisi Umum

LAMPIRAN 1

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN
INDONESIA TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

REPUBLIK

Mengacu dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen

Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-
2019, tersusun tujuan Kejaksaan Republik Indonesia dan kemudian
dijabarkan secara lebih spesifik dalam sasaran strategis untuk periode
Renstra Tahun 2015-2019, ketercapaian sasaran strategis Kejaksaan
Republik Indonesia, diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja
Sasaran Strategis (IKS), yaitu:
A. Capaian Sasaran Strategis

'|

Target

yang dikembalikan melalui
jalur pidana dan perdata

No Sasaran Indikator Kin‘enja Tahun Capaian Tahun
Strategis Sasaran Strategis (IKS) 2015-2019 2015-2019
1. | Meningkatnya | Persentase keuangan negara 85% Persentase keuangan
pengembalian yang diselamatkan melalui yang diselamatkan
kerugian jalur pidana dan perdata melalui jalur perdata
keuangan 2015 : 85,25%
negara melalui 2016 : 96,8%
jalur pidana 2017 : 99%
dan perdata 2018 : 87,5%
-1 2019:72,3%
Persentase keuangan negara 85% Persentase keuangan

negara yang
dikembalikan melalui
jalur pidana

2015 : 84,4%

2016 : 78,48%

2017 : 82,24%

2018 : 114,5%

2019 : 73,94%

Persentase keuangan
negara yang
dikembalikan melalui
jalur perdata

2015 : 82,06%

2016 : 81,03%

2017 : 91,5%

2018 : 85%
2019 : 86%

2. | Terwujudnya e Persentase  terbuktinya 90% Persentase
penegakan perkara tindak pidana terbuktinya perkara
hukum  yang umum, tindak pidana tindak pidana umum
berorientasi khusus berdasarkan berdasarkan putusan

| putusan pengadilan pengadilan




No

Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis (IKS)

Target
Tahun
2015-2019

Capaian Tahun
2015-2019

pada kepastian
hukum

berkekuatan hukum
tetap (in kracht van
gewisjdezaak) dan
adanya kesepakatan/
konsensus antar instansi
yang terkait dalam
penyelesaian penanganan
perkara.

Persentase putusan
pengadilan (in kracht van
gewisjdezaak) yang
berhasil dilaksanakan
oleh jaksa (executable).

Persentase penyelesaian
berkas perkara tindak
pidana umum dan tindak
pidana khusus dengan
berkas perkara
dinyatakan lengkap (P21).

Persentase berkas
perkara tindak pidana
umum dan khusus yang
dinyatakan lengkap (P21)
yang dilimpahkan pada
proses tahap 1.

Persentase keberhasilan
Operasi Intelijen Yustisial
terhadap Ancaman,
Gangguan, Hambatan,
dan Tantangan (AGHT)
tertentu di bidang pidana
khusus, pidana umum,
serta perdata dan tata
usaha negara.

berkekuatan hukum
tetap (in kracht van
gewisjdezaak).

2015 : 82,5%

2016 : 85%

2017 : 75%

2018 : 75%

2019 : 78%

Persentase

terbuktinya perkara
tindak pidana khusus
berdasarkan putusan
pengadilan

berkekuatan hukum
tetap (in kracht van

gewisjdezaak):

2015 : 85%

2016 : 85%

2017 : 85%

2018 : 85%

2019 : 90%
Persentase  putusan
pengadilan (in kracht
van gewisjdezaak)
yang berhasil
dilaksanakan oleh
jaksa {executable) |

perkara tindak pidana
umum.

2015 : 82,06%

2016 : 85,30%

2017 : 87,70%

2018 : 77,21%

2019 : 85%

Persentase  putusan
pengadilan (in kracht
van gewisjdezaak)
yang berhasil
dilaksanakan oleh
jaksa {executable)
perkara tindak pidana
khusus.

2015 : 81,32%

2016 : 85,73%

2017 : 82,08%

2018 : 90%

2019 : 92,05%

Persentase

penyelesaian  berkas
perkara tindak pidana
umum sampai dengan
berkas perkara
dinyatakan lengkap
(P21).
2015:
2016 :
2017 :
2018 : 85%
2019 : 90%

85%
85%
90%

Persentase

penyelesaian  berkas

perkara tindak pidana |




No Sasaran- Indikator Kinerja g:;glf; Capaian Tahun
Strategis Sasaran Strategis (IKS) 2015-2019 2015-2019

khusus sampai
dengan berkas
perkara  dinyatakan
lengkap (P21).
2015:77,5%
2016 : 78%
2017 : 80%
2018 : 75%
2019 : 90%
Persentase berkas
perkara tindak pidana
umum yang
dinyatakan lengkap
(P21) yang
dilimpahkan pada
proses tahap II.
2015 : 85%
2016 : 85%
2017 : 90%
2018 : 85%
2019 : 90%
Persentase berkas
perkara tindak pidana
khusus yang
dinyatakan lengkap
(P21) yang
dilimpahkan pada
proses tahap II.
2015 : 81,32%
2016 : 85,73%
2017 : 82,08%
2018 : 90%
2019 : 92,05%
Persentase
keberhasilan Operasi
Intelijen Yustisial
terhadap Ancaman,
Gangguan,
Hambatan, dan
Tantangan {AGHT)
tertentu di bidang
tindak pidana khusus,
tindak pidana umum,
serta perdata dan tata
usaha negara.
2015 : 98%
2016 : 95%
2017 : 96%
2018 : 80%
2019 : 97%

3. | Meningkatnya | Persentase keberhasilan 70% Persentase
keberhasilan Bidang Perdata dan Tata keberhasilan Bidang
penyelesaian Usaha Negara Kejaksaan Perdata dan Tata
perkara Republik Indonesia melalui Usaha Negara
perdata dan | jalur litigasi. Kejaksaan  Republik
tata usaha Indonesia melalui
negara jalur litigasi.

2015 : 85%
2016 : 70%
2017 : 89%
2018 : 85%
2019 : 85%




Target

No Sabdl‘aﬂ Indikator Kin.elja Tahun Capaian Tahun
Strategis Sasaran Strategis (IKS) 2015-2019 2015-2019
4. | Meningkatnya | Persentase indeks kepuasan 75% Persentase indeks
kualitas masyarakat atas pelayanan kepuasan masyarakat
pelayanan hukum yang dilakukan atas pelayanan
hukum Kejaksaan Republik hukum vang
Indonesia. dilakukan Kejaksaan
Republik Indonesia.
2015 : 73%
2016 : 70%
2017 : 75%
2018 : 75%
2019 : 75%
5. | Terwujudnya e Indeks Reformasi 75% Indeks RB
penyelenggaran Birokrasi (RB) 2015 : 66%
reformasi e Kapabilitas Aparat 2016 : 67%
birokrasi Pengawasan Intern 2017 : 69%
Kejaksaan Pemerintah (APIP) 2018 : 70,01%
Republik e Indeks Wilayah Bebas 2019:71%
Indonesia dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Kapabilitas APIP
Bersih dan Melayani 2015 :70%
(WBBM) 2016 : 70%
e Opini Badan Pemeriksa 2017 : 70%
Keuangan (BPK) 2018 : 75%
o Nilai Akuntabilitas 2019 : 75%
Kinerja
Indeks WBK dan
WBBM
2015 : 70%
2016 : 70%
2017 : 70%
2018 : 75%
2019 : 75%
Opini BPK
2015 : WDP
2016 : WTP
2017 : WTP
2018 : WTP

Nilai Akuntabilitas
Kinerja

2015 : C (55 %)
2016 : C (50 %)
2017 : B (65,2 %)
2018 : B (67 %)

1.

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS) Tahun 2015-2019

Dari Tabel 1.1. tersebut ketercapaian sasaran strategis memakai
rumusan penghitungan persentase yang mengacu kepada Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) mejadi tolak ukur keberhasilan/hambatan dalam mencapai
optimalisasi target sasaran strategis dengan penghitungan indikator di
bawah ini:

Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur
pidana dan perdata, yang diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu:

Persentase keuangan negara yang diselamatkan melalui jalur
pidana dan perdata.
1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 85%
2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019

target)

= 88% (memenuhi




b. Persentase keuangan negara yang dikembalikan melalui jalur
pidana dan perdata.
1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 85%
2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 85,5% (memenuhi
target)

2. Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian
hukum, yang diukur dengan 5 (lima) indikator, yaitu:

a. Persentase terbuktinya perkara tindak pidana umum, tindak pidana
khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
(in kracht van gewisjdezaak) dan adanya kesepakatan/konsensus
antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan
perkara.

1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 90%
2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 82% (tidak
memenuhi target)

b. Persentase putusan pengadilan (in kracht van gewisjdezaak) yang
berhasil dilaksanakan oleh jaksa (executable).

1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 90%
2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 84% (tidak
memenuhi target)

c. Persentase penyelesaian berkas perkara tindak pidana umum dan
tindak pidana khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan
lengkap (P21).

1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 90%
2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 83% (tidak
memenuhi target)

d. Persentase berkas perkara tindak pidana umum dan tindak pidana
khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada
proses tahap II.

1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 90%
2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 86,5% (tidak
memenuhi target)

e. Persentase keberhasilan Operasi Intelijen Yustisial terhadap AGHT
tertentu di bidang pidana khusus, pidana umum, serta perdata dan
tata usaha negara.

a. Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 90%
b. Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 93% (memenuhi
target)

3. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata
usaha negara, yang diukur dengan indikator persentase keberhasilan
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia
melalui jalur litigasi.

1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 70%
2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 82% (memenuhi target)

4, Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, yang diukur dengan
indikator persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan
hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia.

1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75%
2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 73% (tidak memenuhi
target)
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5. Terwujudnya penyelenggaraan reformasi birokrasi Kejaksaan Republik
Indonesia, yang diukur dengan 5 (lima) indikator, yaitu:
a. Indeks RB

1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75%
2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019
memenuhi target)
b. Kapabilitas APIP
1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75%
2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019
memenuhi target)
c. Indeks WBK dan WBBM
1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75%
2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019
memenuhi target)
d. Opini BPK
1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75%
2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 92% (memenuhi
target)
e. Nilai Akuntabilitas Kinerja
1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75%
2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 359% (tidak
memenuhi target)

68% (tidak

72% (tidak

72% (tidak

B. Hambatan dan Langkah Strategis Kejaksaan Republik Indonesia

Pencapaian sasaran strategis Kejaksaan Republik Indonesia
diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)
dalam bentuk persentase. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
Kejaksaan Republik Indonesia pada periode tahun 2015-2019 memakai
sistematika peta strategi Kejaksaan yang dijabarkan secara berjenjang
dari sasaran strategis, sasaran program, sasaran Kkegiatan/sub
kegiatan, komponen, sub komponen dengan mempertimbangkan
masalah/hambatan-hambatan maupun tantangan untuk mendukung
terwujudnya pelaksanaan strategi yang ditempuh dengan penguatan
kerangka perencanaan, harmonisasi kerangka kelembagaan/
peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM),
penguatan kerangka pendanaan dan penguatan kerangka regulasi.

1. Hambatan Pencapaian Sasaran Strategis
Dalam pencapaian sasaran strategis Kejaksaan Republik
Indonesia Tahun 2015-2019 terdapat S (lima) sasaran strategis,
namun ada target sasaran strategis yang diukur dengan indikator
sasaran strategis yang tidak mencapai target sebagai berikut:
a. Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada
penegakan hukum, dengan indikator:
Terbuktinya perkara tindak pidana umum dan tindak pidana
khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum
tetap (in kracht van gewisjdezaak) yang targetnya dalam Renstra
Tahun 2015-2019 sebesar 90% namun yang dapat dicapai hanya
79,9%. Hal ini disebabkan adanya hambatan antara lain sebagai
berikut:
1) Internal
Masih kurangnya profesionalisme jaksa dalam penanganan
perkara.
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2) Eksternal

Kurang optimalnya kerja sama dan koodinasi antar aparat

penegak hukum.
Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, dengan indikator
persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum
yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia, yang targetnya
dalam Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 75%, namun yang
dapat dicapai hanya 73%. Hal ini disebabkan kurangnya
anggaran dalam melaksanakan pelayanan hukum terhadap
masyarakat.
Terwujudnya penyelenggaraan reformasi birokrasi Kejaksaan
Republik Indonesia dengan indikator kinerja indeks RB,
kapabilitas APIP, opini BPK nilai Akuntabilitas Kinerja yang
ditargetkan dalam Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 75%
namun hanya dapat dicapai 72%. Hal ini disebabkan indeks
WBK dan WBBM selama kurun waktu tahun 2015-2019 masih
belum optimal dan masih melakukan pendampingan bersama
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi sesuai dengan peta WBK/WBBM yang disusun pada
satuan kerja yang ditetapkan setiap tahunnya.

Langkah Strategis Kejaksaan Republik Indonesia

Untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur penegak
hukum di Indonesia sesuai dengan sasaran strategis Kejaksaan
Republik Indonesia ke depan, perlu dilakukan langkah strategis
sebagai berikut:

a.

f.

Peningkatan kualitas aparatur Kejaksaan dalam penanganan
perkara melalui pendidikan dan pelatihan teknis penanganan
perkara.

Peningkatan pemahaman pimpinan satuan kerja tentang tata
cara perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan
revisi anggaran melalui bimbingan teknis.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kejaksaan
yang berkualitas.

Meningkatkan peran pengawasan baik pengawasan melekat
maupun pengawasan fungsional terhadap kinerja aparatur
Kejaksaan.

Meningkatkan partisipasi publik maupun peran aktif
masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja aparatur
Kejaksaan.

Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

1.2 Capaian Kinerja Per Program

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kejaksaan Republik Indonesia

No Sasaran Program Indikator Capaian
1. | Managjemen Penerapan/internalisasi | 1) Membentuk Tim
Perubahan asas, prinsip, nilai Manajemen Perubahan
dasar, kode etik, dan baik di tingkat pusat
kode perilaku, termasuk maupun daerah, serta
penguatan budaya mewajibkan Kejaksaan
kinerja dan budaya Tinggi  yang belum
pelayanan yang belum membentuk Tim RB
maksimal. | untuk segera
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No

Sasaran Program

Indikator

Capaian

2)

3)

4)

membentuk dan
melaporkan
pelaksanaan  kegiatan
terkait 8 (delapan) area
perubahan dalam RB
setiap triwulan kepada
Wakil Jaksa Agung
selaku Ketua Tim
Pengarah RB Kejaksaan
Republik Indonesia Cq.
Kepala Biro
Perencanaan selaku
sekretaris Tim RB.
Merumuskan kebijakan,
rencana program dan

kegiatan guna
penyusunan road map
dan dokumen
perencanaan

manajemen perubahan.

Menguatkan komitmen

para pimpinan dan

pegawai di lingkungan

Kejaksaan Republik

Indonesia untuk

melaksanakan RB

antara lain:

a. Meningkatkan
intensitas tatap
muka antara
pimpinan Kejaksaan
dengan pegawai di
setiap lini satuan
kerja mengenai
langkah-langkah
RB.

b. Memperbaharui
pakta integritas.

c. Membuat perjanjian

kinerja.
d. Mengisi Sasaran
Kinerja Pegawai

(SKP) sesuai tugas
dan fungsinya.

e. Membentuk Wilayah
Zona Integritas
menuju
WBK/WBBM di 13
(tiga belas} satuan
kerja.

f. Melaksanakan
pendampingan
pembentukan Zona
Integritas  menuju
WBK/WBBM.

Melakukan  monitoring

dan evaluasi secara

berkala untuk Penilaian

Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
(PMPRB) dalam

pelaksanaan RB  di
masing-masing satuan
kerja secara berjenjang.
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Sasaran Program

Indikator

Capaian

5)

7)

8)

Melaksanakan pelatihan
untuk Tim Manajemen
Perubahan oleh Badan
Pendidikan dan
Pelatihan bekerja sama
dengan Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.
Melakukan  sosialisasi
kode perilaku secara
berkesinambungan.
Menjadikan
perilaku sebagai mata
kuliah dalam
pendidikan jaksa dan
pendidikan manajemen
secara
berkesinambungan.
Mengimplementasikan
kode perilaku secara
ketat.

kode

Pengetahuan dan
pemahaman pegawai
Kejaksaan tentang RB
yang masih kurang.

1)

2)

3)

Melakukan survei
internal dan eksternal
terkait program RB di
seluruh satuan kerja.
Melakukan kegiatan
sosialisasi secara
berkala mengenai RB
dengan menyesuaikan
perkembangan
organisasi
perkembangan
masyarakat.
Mengimplementasikan
RB dalam kebijakan
secara konsisten.

dan

Penerapan
perubahan
berperan dalam
meningkatkan  kinerja
organisasi di lingkungan
Kejaksaan Republik
Indonesia.

agen
RB yang

1)

2)

3)

Penunjukan agen
perubahan sebagai role
model di Kejaksaan.
Kesinambungan antara
program Sidhakarya
dengan penunjukan
agen perubahan.
Pengembangan
kapasitas
perubahan.

agen

Peningkatan  persepsi
publik atas Kejaksaan
yang bebas korupsi dan
melayani melalui public
campaign dan budaya
pelayanan prima.

1)

Menyebarluaskan moto
“Jadikan Aku Sahabat”,
video singkat “Kenali
Hukum Jauhi
Hukuman” dalam setiap
penyuluhan/penerangan
hukum.

Public Campaign tentang
budaya bersih dan
budaya melayani.
Membentuk tim
perumus corporate
culture Kejaksaan.

Penguatan Peraturan
Perundang-undangan

Pengembangan
database peraturan
perundang-undangan
internal berbasis

1)

Membuat aplikasi
Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum
(JDIH) berbasis online.
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No Sasaran Program Indikator Capaian

teknologi informasi serta |2) Memaksimalkan

pengembangan Jaringan peraturan  perundang-

Dokumentasi dan undangan internal yang

Informasi Hukum (JDIH) dapat  diakses oleh

berbasis online, publik dan  pegawai

sehingga dapat diakses melalui website.

publik dan personil

Kejaksaan Republik

Indonesia.

Peningkatan kualitas | 1) Evaluasi secara berkala

regulasi yang harmonis, berbagai peraturan

tidak tumpang tindih, perundang-undangan

melindungi dan yang sedang

berpihak pada publik diberlakukan.

dan internal Kejaksaan, |2) Menginventarisasi

serta mampu peraturan  perundang-

mendorong iklim undangan yang

kondusif bagi publik. melemahkan Kejaksaan
untuk diusulkan
dilakukan perubahan
dalam kebijakan legislasi
nasional.

3} Menginventarisasi
peraturan  perundang-
undangan yang
berpotensi melemahkan
Kejaksaan baik dalam
aspek kelembagaan
maupun kewenangan
untuk diusulkan
dilakukan perubahan.

3. | Organisasi Penguatan kelembagaan
Kejaksaan dalam
konstitusi dan
erundang-undangan.
Penataan kembali | 1) Pembentukan satuan
struktur/restrukturisasi kerja baru di Kejaksaan
organisasi Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi,
yang disesuaikan Kejaksaan Negeri, dan
dengan kebutuhan perwakilan Kejaksaan di
organisasi saat ini. luar negeri.

2) Membentuk jabatan
Eselon IV teknis di
Kejaksaan Agung dan
Eselon V teknis di
Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri dan
Cabang Kejaksaan
Negeri.

3) Membentuk unit kerja
baru/sekretariat RB
yang khusus mengurusi
permasalahan RB.

4) Menyusun  perubahan
Peraturan Presiden
tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia.

5) Menyusun Peraturan
Kejaksaan tentang
Pengembangan
Organisasi.

6) Menyusun Peraturan
Kejaksaan tentang
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No Sasaran Program Indikator Capaian
Perubahan Nama
Kejaksaan Negeri.

7) Menyusun Peraturan
Kejaksaan tentang
Peningkatan Tipologi
Kejaksaan Negeri.

Monitoring dan evaluasi | 1) Mengevaluasi  kembali
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi satuan
tugas dan fungsi pada kerja Kejaksaan
unit kerja di lingkungan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik secara periodik.
Indonesia yang masih [2) Mengevaluasi beberapa
tumpang tindih. jabatan yang belum
memiliki  tugas dan
fungsi yang jelas.

3} Merumuskan dan
menetapkan kebijakan
tugas dan fungsi pada
unit kerja di Kejaksaan
Republik Indonesia.

Penguatan Badan | 1) Memasukkan
Pendidikan dan pengaturan kekhususan
Pelatihan sesuai dengan karakteristik pendidikan
kekhususan di lingkungan Kejaksaan
karakteristik Republik Indonesia
kelembagaan dan sejalan dengan
kewenangan Kejaksaan kekhususan
Republik Indonesia. karakteristik
kelembagaan dan
kewenangan Kejaksaan
dalam RUU Kejaksaan.

2) Pembentukan pusat
studi Kejaksaan bekerja
sama dengan Perguruan

. Tinggi Negeri (PTN).
4. | Penguatan Tata | Penyesuaian proses | Menyesuaikan Standard
Laksana bisnis dengan | Operating Procedures (SOP)
perubahan organisasi. dengan perkembangan
organisasi.

Penguatan  penerapan | 1) Mereviu SOP seluruh

SOP melalui reviu dan jajaran Jaksa Agung

evaluasi SOP secara Muda dan Badan

periodik. Pendidikan dan

Pelatihan.

2) Membuat SOP yang
belum ada, antara lain:
a. penguji tagihan

keuangan; dan
b. pelaksanaan tugas
agen.

3) Pemulihan aset.

Pengembangan 1) Peningkatan
Kejaksaan yang modern penggunaan  teknologi
berbasis Teknologi informasi dalam
Informasi dan pelaksanaan business
Komunikasi (TIK) process, melalui
dengan menerapkan implementasi:
berbagai sistem aplikasi a. Case Management
e-government. System (Simkari
Next Generationj.
b. Implementasi Pilot
Project Sistem
Pidana Peradilan

Terpadu (SPPT) di 5




- 16 -

No Sasaran Program Indikator Capaian
(lima) provinsi dan
Bimbingan  Teknis
Pengembangan SPPT
berbasis  teknologi
informasi.

c. Pengembangan mail
system.

d. Pengembangan help
desk.

e. Pengembangan e-
planning.

f. Pengembangan
sistem pemantauan
realisasi penerimaan
negara bukan pajak.

g. Pengembangan
Human = Resources
Information System
(HRIS).

h. Pengembangan
Asset  Management
System (AMS)
berbasis spasial.

i. Pengembangan
informasi
persuratan.

j- Pengembangan
sistem aspirasi dan
pengaduan publik.

k. Pengembangan
aplikasi Whistle
Blowing System
(WBS).

l.  Pengembangan
sistem informasi
intelijen.

m. Pengembangan
sistem informasi
perpustakaan.

n. Pengembangan
sistem informasi
pendidikan dan
pelatihan.

0. Pengembangan data
warehouse
(bertahap).

2) Membuat aplikasi
penyelesaian uang
pengganti perkara
korupsi dan aplikasi
denda tilang yang
diputus verstek dan
aplikasi rekonsiliasi
uang pengganti dan
denda tilang verstek.

Peningkatan kualitas | 1) Menyusun Peraturan
penerapan sistem Kejaksaan tentang
pengadaan barang dan Prosedur Pengadaan
jasa yang adil, Barang dan Jasa di
transparan dan Lingkungan Kejaksaan
profesional. Republik Indonesia.

2) Pelatihan terhadap

pelaksana Unit Layanan
Pengadaan (ULP) dan
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No Sasaran Program Indikator Capaian
Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE)
di lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

3} Membangun aplikasi
Whistle Blowing System
(WBS) dalam pengadaan
barang dan jasa, yang
ditindaklanjuti dengan
melakukan:

a. sosialisasi; dan
b. pembuatan banner
dan plakat.

3) Pembuatan buku atau
modul terkait pengadaan
barang dan jasa.

Penyesuaian peringkat | Melakukan evaluasi jabatan
jabatan berdasarkan | guna meningkatkan
Peraturan Menteri | peringkat/kelas jabatan.
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Nomor 34 Tahun 2011
tentang Analisis Beban
Kerja.
Belum optimalnya | 1) Pengembangan  sistem
penyelesaian dan database pemulihan aset
percepatan barang yang terintegrasi atau
sitaan, rampasan, sita Asset Recovery
eksekusi dan Integrated System
penyelesaian uang (ARSSYS).
pengganti. 2} Melakukan
pendampingan kepada
satuan kerja  dalam
rangka percepatan
penyelesaian barang
sitaan, rampasan, sita
eksekusi, dan
penyelesaian uang
pengganti guna
mencapai output
peningkatan  kuantitas
dan kualitas.
5. | Sumber Daya | Penerapan sistem | Penerapan sistem
Manusia rekrutmen/seleksi rekrutmen/seleksi pegawai
pegawai baru dengan | secara keseluruhan
menggunakan Computer | menggunakan Computer

Assisted Test (CAT) | Assisted Test (CAT), yaitu

secara menyeluruh. Tes Kemampuan Dasar
(TKD) dan Tes Kemampuan
Bidang (TKB].

Pengembangan dan | Penguatan sistem informasi

penerapan sistem | kepegawaian.

informasi kepegawaian

secara komprehensif.

Penguatan sistem dan
kualitas
penyelenggaraan
pendidikan
pelatihan.

dan

1) Penyesuaian rencana
pendidikan dan
pelatihan dengan
mendasarkan pada basis
kompetensi dan

kebutuhan organisasi.

2) Peningkatan objektivitas
pada seleksi dan
penilaian kelulusan
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No Sasaran Program Indikator Capaian
pendidikan dan
pelatihan.

Penerapan sertifikasi | Melakukan pendidikan dan
bagi pengelola | pelatihan guna
keuangan, mendapatkan sertifikat bagi
perlengkapan, proyek | pengelola keuangan,
dan pembangunan. perlengkapan, proyek dan
pembangunan.

6. | Akuntabilitas Penerapan manajemen |1) Sosialisasi Peraturan
kinerja yang lebih baik Menteri Pendayagunaan
dengan menetapkan Aparatur Negara dan
sasaran dan indikator Reformasi Birokrast
kerja yang lebih Nomor 53 Tahun 2014
berorientasi hasil. Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja,

2)

3)

4)

Pelaporan Kinerja Dan
Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Kewajiban menyusun
dokumen Renstra setiap
S (lima) tahun dan
Rencana Kerja (Renja)
setiap tahun pada
seluruh satuan kerja di
Kejaksaan Republik
Indonesia.

Penyusunan laporan
kinerja didasarkan pada
Renstra dan Renja.
Peningkatan kapasitas,
evaluasi dan pelaporan
kinerja dan anggaran di
unit kerja.

Penguatan  monitoring,
evaluasi, dan pelaporan
kinerja dan anggaran di
unit kerja.

dan
Sistem
Kinerja
Pemerintah
(SAKIP) dalam
penyusunan Laporan
Kinerja Kejaksaan.
Mengoptimalkan sistem
laporan kinerja dengan
sistem elektronik (e-
LakiP dan e-Monev].

Sosialisasi
implementasi
Akuntabilitas
Instansi

Pengembangan website
Kejaksaan secara
periodik sehingga
updated.

2)

3)

Optimalisasi
pelaksanaan
data Sistem
Manajemen
Republik
(SIMKARYI),
Bulanan (LABUL) On-
Line (EIS) {quick
wies/SDM).
Meningkatkan ketaatan
satuan kerja  untuk
mengirimkan data guna
diunggah pada website
Kejaksaan.
Meningkatkan kualitas
penerapan sistem
akuntabilitas keuangan
dan kinerja yang
terintegrasi.

pengisian

Informasi

Kejaksaan
Indonesia

Laporan
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No

Sasaran Program

Indikator

Capaian

Mempublikasikan Daftar
Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) pada
masing masing satuan
kerja.

Peningkatan kualitas
sistem akuntabilitas
keuangan dan Kkinerja
yang terintegrasi.

1)

2)

3)

Membangun laporan
keuangan berbasis
aktual yang akuntabel.
Melakukan  bimbingan
teknis dan
pendampingan dari
narasumber  terhadap
pembuatan laporan
keuangan {Biro
Keuangan, Biro
Perencanaan, dan Badan
Pendidikan dan
Pelatihan).
Melaksanakan
rekonsiliasi data uang
pengganti perkara
korupsi antara Bidang
Pembinaan dengan
Bidang Tindak Pidana
Khusus dan Bidang
Perdata dan Tata Usaha
Negara di tingkat
Kejaksaan Negeri dan
Kejaksaan Tinggi.

Peningkatan
penyerapan anggaran.

1)

2)

3)

Meningkatkan sinergi
antara Biro Keuangan
dan Biro Perencanaan
untuk melakukan
bimbingan teknis terkait
optimalisasi pengelolaan
anggaran dan
penyerapannya.
Sosialisasi
pertanggungjawaban
penanganan perkara.
Melakukan  bimbingan
teknis  terkait  revisi
anggaran pada
pertengahan tahun,

SOP

Penjabaran target
kinerja organisasi/unit
kerja yang jelas secara
berjenjang.

Pengembangan

Indikator

Kinerja Utama (IKU) untuk
semua satuan kerja dalam
Instrumen Penilaian Kinerja
Unit (IPKU).

Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik

Penguatan  penerapan
standar pelayanan di
Kejaksaan Republik
Indonesia

1)

2)

Mengoptimalkan

penerapan standar
pelayanan publik pada
unit kerja Kejaksaan
berdasarkan Peraturan

Jaksa Agung Nomor
PER-011/A/JA/06/

2013 tentang Standar
Pelayanan Publik
Kejaksaan Republik
Indonesia.

Meningkatkan kualitas
pelayanan pada website
Kejaksaan (infografis,
user friendly).
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No Sasaran Program Indikator Capaian

3) Meningkatkan kapasitas
dan profesionalisme
SDM dalam
melaksanakan pelayaan
publik.

4) Melakukan pelatihan
unit kehumasan untuk
seluruh Asisten Intelijen
pada Kejaksaan Tinggi di
seluruh Indonesia.

S5} Melakukan duplikasi
inovasi pelayanan publik
yang telah  berhasil
memberikan pelayanan
publik terbaik.

Transparansi Memberikan akses publik
perumusan kebijakan dalam pengambilan
hukum. kebijakan hukum.

Tabel 1.2 Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Republik
Indonesia

Pembangunan satuan kerja sebagai unit kerja Zona Integritas
menuju WBK dan WBBM sesuai Keputusan Wakil Jaksa Agung KEP-I-
002/B/WJA/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Kejaksaan Negeri dan
KEP-1-008/B/WJA/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Unit Kerja
Eselon I, Eselon II di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi yang akan
dibina dan dibangun menjadi Unit Kerja Zona Integritas Menuju WBK
dan WBBM di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018.

Unit Kerja Eselon I dan Eselon II

di Kejaksaan Agung Kejaksaan Negeri
dan Kejaksaan Tinggi
1. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak | 11. Kejaksaan Negeri Deli Serdang;
Pidana Khusus; 12. Kejaksaan Negeri Tanah Datar;
2. Badan Pendidikan dan Pelatihan; 13. Kejaksaan Negeri Belitung;
3. Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung | 14. Kejaksaan Negeri Lampung Utara;
Muda Bidang Pembinaan; 15. Kejaksaan Negeri Serang;

4. Direktorat Pengamanan Pembangunan | 16. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
Strategis pada Jaksa Agung Muda | 17. Kejaksaan Negeri Bogor;
Bidang Intelijen; 18. Kejaksaan Negeri Surakarta;

5. Direktorat Tindak Pidana Narkotika | 19. Kejaksaan Negeri Bantul;
dan Zat Adiktif Lainnya pada Jaksa | 20. Kejaksaan Negeri Surabaya;
Agung Muda Bidang Tindak Pidana | 21. Kejaksaan Negeri Situbondo;
Umum; 22. Kejaksaan Negeri Gianyar;

6. Direktorat Pertimbangan Hukum pada | 23. Kejaksaan Negeri Palu;
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan | 24. Kejaksaan Negeri Tomohon;

Tata Usaha Negara, 25. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai
7. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; Tengah,;
8. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah; 26. Kejaksaan Negeri Kotawaringin
9. Kejaksaan Tinggi Banten; Barat.

10. Kejaksaan Tinggi Bali;

Tabel 1.3 Tabel Satuan Kerja yang Sudah WBK/WBBM

Penetapan 13 (tiga belas) satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik
Indonesia oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi menuju WBK, yaitu:

1. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;

2. Badan Pendidikan dan Pelatihan;

3. Kejaksaan Tinggi Bali;
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10.
11.
12.
13.
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Kejaksaan Negeri Deli Serdang;

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
Kejaksaan Negeri Surabaya;

Kejaksaan Negeri Tanah Datar;

Kejaksaan Negeri Lampung Utara;
Kejaksaan Negeri Belitung;

Kejaksaan Negeri Bantul;

Kejaksaan Negeri Situbondo;

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah; dan
Kejaksaan Negeri Gianyar.

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi

a.

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2018

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor: B/792/M.AA.05/2018 tanggal 3 Desember 2018
perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2018 menyatakan “hasil evaluasi menunjukkan bahwa
Kejaksaan Republik Indonesia memperoleh nilai 67,10 atau predikat
B”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya,
kualitas  pembangunan  budaya  kinerja  birokrasi, dan
penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di
Kejaksaan Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik
tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan. Rincian penilaian
tersebut adalah sebagai berikut berikut:

No Komponen yang Dinilai Bobot 2017 Niflal 2018
1. | Perencanaan Kinerja 30 21,72 23,38
2. | Pengukuran Kinerja 25 14,49 15,36
| 3. | Pelaporan Kinerja 15 9,68 10,33
| 4. | Evaluasi Internal 10 5,89 6,44
| S Capaian Kinerja 20 10,33 11,58
Nilai Hasil Evaluasi 100 62,11 67,10
Tingkat Akuntabilitas B B
Kinerja
Tabel 1.2 Hasil Evaluasi Akuntabilitas dan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor: B/225/M.RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018
perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018,
menyatakan Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik
Indonesia adalah 75,31 dengan kategori “BB” terinci sebagai berikut:
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1. | Penataan Tata Laksana 5,00 3,60 3,76

2. | Penataan Sistem Manajemen 15,00 12,30 12,61
SDM

3. | Penguatan Akuntabilitas 6,00 3,13 4,42

4. | Penguatan Pengawasan 12,00 7,49 8,03

5. | Peningkatan Kualitas 6,00 3,48 3,91
Pelayanan Publik
KOMPONEN HASIL

1. | Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 8,54 8,70

2. | Survei Internal Integritas 6,00 4,52 5,04
Organisasi

3. | Survei Eksternal Persepsi 7,00 6,37 6,30
Korupsi

4. | Opini BPK 3,00 3,00 3,00

Tabel 1.5 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun
2018

c. Hasil survei yang dilakukan untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi
menunjukan hasil sebagai berikut:

_ - g (L] ‘Nilai Survei .~ Rata-Rata
s | Smvel 2017 | 2018 | IndeksK/L
Survei Internal

1. [ Survei Integritas Organisasi | 3,01 [ 3,36 | 3,02
Survei Eksternal
1. [ Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,64 3,60 3,17
2. Indeks Kualitas Peclayanan
Publik 3,28 3,50 3,32
Tabel 1.6 Hasil Survei Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tahun 2018
TARGET DAN REALISASI PNBP
TAHUN 2008 - 2018
398.75%
P 321.33%
_ 1007.79%
' 489.33%
2.393,77%

s
N [
| |
L '
T o

Grafik 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Tahun 2008-2018
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B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan
Republik Indonesia

Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai
berikut:

[ No Sasaran Program Indikator
1. | Meningkatnya kuantitas dan kualitas | Persentase pemenuhan sarana dan
sarana dan prasarana dalam | prasarana yang standar.

mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Kejaksaan

2. | Meningkatnya kualitas data dan
informasi pelaksanaan penanganan
perkara berbasis teknologi informasi
yvang dapat diakses oleh masyarakat

o Persentase data dan informasi
penangan perkara yang diupload
tepat waktu.

e Jumlah pengunjung data dan
informasi penanganan perkara.

Tabel 1.7 Sasaran Program dan Indikator Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

Kegiatan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana
Kejaksaan Republik Indonesia, dengan output kegiatan yang meliputi:

a. pembangunan/perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai
dan untuk satuan kerja baru;

kendaraan bermotor (mobil dinas, mobil tahanan dan motor dinas);
perangkat pengolah data dan komunikasi;

perlengkapan dan fasilitas perkantoran; dan

gedung dan bangunan.

°opo g

Adapun anggaran dan realisasi Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019
sebagai berikut:

No | Tahun Pagu (Rp) Realisasi (Rp) £ stg,f)m“
1. 2015 355.035.980.000 340.731.526.610 95,97

2. 2016 195.600.595.000 159.632.697 81,601

3. 2017 1.179.812.884.000 1.164.530.947.269 98,70
4. 2018 1.414.816.814.000 1.289.935.990.519 91,17

5. 2019 1.764.872.381.000 1.754.826.160.522 99,43

Tabel 1.3 Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia
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1DR400 000 OC0.000

iDR200. 000 000.000
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Grafik 1.1 Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia
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Terjadi lonjakan yang cukup signifikan pada pagu anggaran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan
Republik Indonesia di Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019, namun
demikian penyerapannya lebih dari 90%. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia periode Tahun
2015-2019 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal
baik di satuan kerja pusat maupun daerah.

. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kejaksaan Republik Indonesia

Sasaran program dan indikator kinerja dari program ini adalah sebagai
berikut:

| No Sasaran Program Indikator
' 1. | Terwujudnya  penyelesaian | Persentase penyelesaian penanganan
‘ laporan pengaduan | pengaduan masyarakat (Lapdu)
masyarakat
2. | Meningkatnya efektifitas e Persentase satuan kerja yang melaksanakan
pengendalian internal sistem pegendalian secara memadai
e Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern

|. Pemerintah (SPIP)

I‘ e Persentase Penyelesaian tindaklanjut hasil

pemeriksaan temuan BPK dan BPKP

Tabel 1.4 Sasaran Program dan Indikator Program Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik
Indonesia.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Jaksa Agung Muda Pengawasan;

b. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Kepegawaian dan Tugas
Umum, Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan, Intelijen,
Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata
Usaha Negara, dan Pelaksanaan Tugas-tugas Pengawasan di Seluruh
Satuan Kerja Kejaksaan;

c. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh
Kejaksaan Tinggi dan Jajaran Pengawasan di Daerah.

Adapun anggaran dan realisasi Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019
sebagai berikut:

Tah Pagu Realisasi Persentase
ke Anggaran (Rp} (Rp) Realisasi (%)
2015 23.438.400.000 18.581.229.827 79
2016 25.887.699.000 17.964.867.807 69
2017 21.579.089.000 17.069.251.379 79

|
2018 25.679.551.000 17.826.921.969 69
2019 31.882.486.000 25.238.065.286 79

Tabel 1.5 Penyerapan Anggaran Program Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik
Indonesia
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Sedangkan capaian output kinerja pada Program Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia
Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

_ Persentase Target Realisasi P ta
Tahun Realisasi Vol Vol oria e
Anggaran Output Output ma (%)

2015 79.28 1.572 1.100 70,00

| 2016 69.40 2.545 2.612 102,63

2017 79.10 2.127 2.499 117,49

2018 69.42 2.039 2.117 103,80

2019 79.16 2.057 1.665 80,94

Tabel 1.6 Realisasi dan Capaian Kinerja Program Akuntabilitas
Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

Capaian penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah sebagai
berikut:

Diselesaikan Masih
No. | Tahun | Jumlah ; Tidak o Dalam
Terbukti Terbukti Dilimpahkan | Jumlah P s
1. 2015 925 125 442 168 729 190
2. 2016 1817 340 882 172 1394 423
3. 2017 1522 284 651 156 1091 431
4, 2018 1598 250 421 280 951 647
S. 2019 765 195 28 181 404 361
Jumlah 5862 999 2396 776 4165 1691

Tabel 1.7 Penanganan dan Penyelesaian Laporan Pengaduan Program
Akuntablitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

LAPDU YANG DISELESAIKAN

882

442 a21
[ 340 §
250 280 2
168 72 181
125 e
~ : 5

Grafik 1.2 Penanganan Laporan Pengaduan pada Program Akuntablitas
Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

Kenaikan jumlah laporan pengaduan dan peningkatan capaian
kinerja pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan bukan semata-mata
karena semakin meningkatnya perbuatan tercela yang dilakukan oleh
pegawai Kejaksaan, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor antara
lain:

a. faktor kepekaan dari pejabat struktural (atasan} dalam hal
penerapan pengawasan melekat dan juga kepekaan dari Pejabat
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Pengawasan Fungsional (PPF) Kejaksaan Republik Indonesia itu
sendiri untuk menindaklanjuti laporan pengaduan yang
disampaikan oleh masyarakat terhadap dugaan perbuatan
tercela/pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai Kejaksaan
Republik Indonesia; dan

euforia reformasi birokrasi yaitu semakin diberikannya kesempatan
dan kebebasan (peran serta] kepada masyarakat dalam hal
menyampaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawali
Kejaksaan Republik Indonesia.

Ruang lingkup dan beban tugas yang diemban oleh Kejaksaan yang
semakin berat dan luas memicu/berpotensi terjadinya kenaikan laporan
pengaduan yang diterima Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Republik

Indonesia
Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai
berikut:
No Sasaran Program Indikator
1. | Meningkatnya kompetensi pegawai | » Jumlah SDM yang bersertifikat
Kejaksaan Republik Indonesia kompetensi '
2. | Meningkatnya kepuasan stakeholder | « Indeks kepuasan peserta
atas layanan Badan Pendidikan dan pendidikan dan pelatihan
Pelatihan o Indeks kepuasan stakeholder
Tabel 1.8 Sasaran Program dan Indikator Program Pendidikan dan

Pelatihan Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

a.

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan
Kepemimpinan.

i Capaian
No | Tanun | Tareet Jumlsh | Capaian :l‘;kas‘ — 4 s
atan angkatan Kinerja £E e
(angkatan) | (angkatan) etj (orang) fardng) o)

1. | 2015 6 6 100 180 179 99 44
2.| 2016 23 23 100 692 676 97,69
3. | 2017 19 19 100 570 562 98,59
(4. ] 2018 39 39 100 1341 1287 95,97
5. 2019 | 9 32 355 1119 1111 98,80
Tabel 1.9 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan

Kepemimpinan yang dilaksanakan dari Tahun 2015-

2019

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan
Fungsional.

CAPAIAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TEKNIS DAN FUNGSIONAL TAHUN 2015

A. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

1. Pembinaan
3 Alokasi Capaian
No oo Peserta Perse
Pendidikan dan Pelatihan Peserta ersen
(orang) {orang) (%)
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
1 Administrasi Kejaksaan (TAK) 251 251 100
Gelombang |
| Angkatan [ s/d V
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
9 Administrasi Kejaksaan (TAK) 250 951 100,4
Gelombang I
Angkatan VI s/d X
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Jenis Alokasi ‘Capaian
No T et Peserta Peserta | Persen
Pendidikan dan Pelatihan b ey -
| (orang) (orang) (%)
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
3. g:;‘gigl;)s;t;a;sli Kejaksaan (TAKj 250 250 100
Angkatan XI s/d XV
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Administrasi Kejaksaan (TAK)
4. Gelombang I 112 112 100
Angkatan XVI s/d XVIII
Jumlah 863 864 100,11

Tabel 1.10 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Teknis dan Fungsional Tahun 2015 (Bidang

Pembinaan)
2. Intelijen
o Alokasi Capaian
No O o Peserta . -
' Pendidikan dan Pelatihan (orang) Peserta Persen
) = (orang) (%)
Pendidikan dan Pelatihan p
L Kehumasan Angkatan I 40 0 100
Pendidikan dan Pelatihan
2 Kehumasan Angkatan II A 40 100
3. Pend.1'd1kan dan Pelatihan Wira 40 40 100
Intelijen
4. I;)endlchkan dan Pelatihan Intelijen 40 40 100
asar
Jumlah 160 160 100

Tabel 1.11. Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Teknis dan Fungsional

Intelijen)

3. Tindal_< Pidana Umum

Tahun 2015 (Bidang

B, i i i (orang) | _(orang) (%)
Pendidikan dan Pelatihan Terpadu
1. | Anak Berhadapan dengan Hukum 40 47 117,50
Angkatan [
Pendidikan dan Pelatihan Terpadu
2. | Anak Berhadapan dengan Hukum 40 31 77,5
Angkatan II
Pendidikan dan Pelatihan
3. | Penanganan Tindak Pidana 40 40 100
Pemilu Angkatan I
Pendidikan dan Pelatihan
4. | Penanganan Tindak Pidana 40 40 100
Pemilu Angkatan II
Pendidikan dan Pelatihan
5. | Penanganan Perkara Berbasis 40 39 97,50
Gender
6. Pepdidikan dan Pelatihan Cyber 40 40 100
Crime
Jumilah 240 237 98,75

Tabel 1.12 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Teknis dan Fungsional Tahun 2015 (Bidang Tindak
Pidana Umum)
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4. Tindak Pidana Khusus

Jords Alokasi Capaian
No Pendidi dan Pelatifias Pcma Peserta Persen
il (orang) (orang) (%)
Pendidikan dan Pelatihan
1. | Penanganan Tindak Pidana 40 40 100
Khusus
Pendidikan dan Pelatihan Terpadu
2- | Jaksa, Hakim, Polisi . 31 77,50
Jumlah 80 71 88,75%

Tabel 1.13 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Teknis dan Fungsional Tahun 2015 (Bidang Tindak

Pidana Khusus)

5. Pengawasan

Jenis Alokasi Capaian
L0 Pendidikan dan Pelatihan Peserta Peserta Pe:sen
(orang) (orang) (%)
Pendidikan dan Pelatihan
Pemeriksa Keuangan,
L Perlengkapan dan Proyek 40 40 100
Pembangunan

Tabel 1.14 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Teknis dan Fungsional Tahun 2015 (Bidang
Pengawasan)
6. Perdata dan Tata Usaha Negara
Jenis Alokasi Capaian
No pad B Peserta Peserta Persen
Pendidikan dan Pelatihan (orang) _ (orang) (%)
Pendidikan dan Pelatihan
1. | Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) 40 38 95
Angkatan I
Pendidikan dan Pelatihan
2. | Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) 40 40 100
Angkatan 11
Jumlah 80 78 97,50

Tabel 1.15 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Teknis dan Fungsional Tahun 2015 (Bidang Perdata
dan Tata Usaha Negara)

B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

SR Alokasi Capaian
No Pak : peserta Peserta Persen
Pendidikan dan Pelatihan (orang) | (orang) (%)
Pendidikan dan Pelatihan
1. | Pembentukan Jaksa Angkatan 320 319 99,68
LXXII Gelombang I Kelas I s/d VIII B
Pendidikan dan Pelatihan
Pembentukan Jaksa Angkatan
7 64
2 LXXII Gelombang II Kelas IX s/d 280 279 99,
XV
Jumlah 600 5908 99,66

Tabel 1.16 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan

Fungsional Tahun 2015

Pelatihan
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CAPAIAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TEKNIS DAN FUNGSIONAL TAHUN 2016

A. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Alokasi Capaian
No | Jenis Pendidikan dan Pelatihan Peserta Peserta Persen (%)
(orang) (orang) s

1. | Pendidikan dan Pelatihan Terpadu 30 29 96,67
Sistem Peradilan Anak Angkatan I

2. | Pendidikan dan Pelatihan Terpadu 30 23 76,67
Sistem Peradilan Anak Angkatan
T

3. | Pendidikan dan Pelatithan Tim 30 30 100
Pengawal dan Pengamanan
Pemerintah dan Pembangunan
(TP4) Angkatan I

4. | Pendidikan dan Pelatihan Tim 30 30 100
Pengawal dan Pengamanan
Pemerintah dan Pembangunan
(TP4) Angkatan II

5. | Pendidikan dan Pelatihan Tindak 30 30 100
Pidana Perikanan

6. | Pendidikan dan Pelatihan 30 30 100
Kehumasan Angkatan I

7. | Pendidikan dan Pelatihan 30 30 100
Kehumasan Angkatan II

8. | Pendidikan dan Pelatihan 30 30 100
Kehumasan Angkatan III

9. | Pendidikan dan Pelatihan 30 30 100
Kehumasan Angkatan IV

10. | Pendidikan dan Pelatihan Terpadu 30 30 100
Penanganan Tindak Pidana
Korupsi

11. | Pendidikan dan Pelatihan Intelijen 40 40 100
Dasar

12. | Pendidikan dan Pelatihan 30 24 80
Lingkungan Hidup (Pembakaran
Hutan) Angkatan I

13. | Pendidikan dan Pelatihan 30 28 93,33
Lingkungan Hidup (Pembakaran
Hutan) Angkatan Ii

14. | Pendidikan dan Pelatihan Ilegal 30 29 96,66
Mining

15. | Pendidikan dan Pelatihan 30 30 100
Arsiparis

Jumlah 460 443 96,30

Tabel 1.17 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Teknis Tahun 2016

B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Alokasi Capaian
No Jenis Pendidikan dan Pelatihan Peserta Peserta Persen
{orang) (orang) (%)
1. Pendidikan dan Pelatihan 320 317 99,06
Pembentukan Jaksa Angkatan
LXXIII Gelombang I
2. Pendidikan dan Pelatihan 280 280 100
Pembentukan Jaksa Angkatan
LXXIII Gelombang II
Jumlah 600 597 99,50

Tabel 1.18 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional Tahun 2016
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CAPAJAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

DAN FUNGSIONAL TAHUN 2017

A. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Alokasi Capaian
NO. Jenis Pendidikan dan Pelatiban Peserta Peserta Persen
(orang) (orang) (%)
1. | Pendidikan dan Pelatihan Terpadu 30 27 90
Sistem Peradilan Pidana Anak
Angkatan I
2. | Pendidikan dan Pelatihan Terpadu 30 27 90
Sistem Peradilan
Pidana Anak Angkatan II
3. | Pendidikan dan Pelatihan Human 30 30 100
Trafficking
4. | Pendidikan dan Pelatthan Tim 30 30 100
Pengawal dan Pengaman
Pemerintahan dan Pembangunan
(TP4) Angkatan [
5. | Pendidikan dan Pelatihan Tim 30 30 100
Pengawal dan Pengaman
Pemerintahan dan Pembangunan
(TP4) Angkatan II
6. | Pendidikan dan Pelatihan Asset 30 30 100
Recovery Angkatan 1
7. | Pendidikan dan Pelatihan Asset 30 30 100
Recovery Angkatan I
8. | Pendidikan dan Pelatihan Auditor 30 30 100
9. | Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi 30 30 100
Manusia (HAM) Angkatan I
10. | Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi 30 30 100
Manusia (HAM) Angkatan II
11. | Pendidikan dan Pelatihan 30 30 100
Kehumasan Angkatan I
12. | Pendidikan dan Pelatihan 30 29 96,67
Kehumasan Angkatan Il
13. | Pendidikan dan Pelatihan Ilegal 30 30 100
Fishing
14, | Pendidikan dan Pelatihan Perdata 30 29 96,67
dan Tata Usaha Negara
15. | Pendidikan dan Pelatihan Terpadu 30 25 83,33
Penanganan Tindak Pidana Korupsi
16. | Pendidikan dan Pelatihan Wira 40 40 100
Intelijen
17. | Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran 30 30 100
Hutan dan Lahan Angkatan I
18. | Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran 30 26 86,67
Hutan dan Lahan Angkatan II
19. | Pendidikan dan Pelatihan Terpadu 30 30 100
Apgakum untuk Penanganan
Perkara yang Mendukung SPPT
Angkatan I
20. | Pendidikan dan Pelatihan Terpadu 30 29 96,67
Apgakum untuk Penanganan
Perkara yang Mendukung SPPT
Angkatan II
21. | Pendidikan dan Pelatihan Bendahara 35 35 100
Treasury
Jumlah 645 626 97,05

Tabel 1.19 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Teknis Tahun 2017
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B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

; — Alokasi Capaian
NO. denis I;e:lladl.dlk‘anl_ dan Peserta Peserta Persentase
(orang) (orang) (%)

1. Pendidikan dan Pelatihan 320 319 100 %
Pembentukan Jaksa
Angkatan LXXIV Gelombang
I Kelas I s/d VIII

2. Pendidikan dan Pelatihan 265 263 100 %
Pembentukan Jaksa
Angkatan LXXIV Gelombang
II Kelas IX s/d XV

Jumlah 585 583 99,65 %

Tabel 1.20 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional Tahun 2017

CAPAIAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
DAN FUNGSIONAL TAHUN 2018

A. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

; o _ Alokasi Capaian
No. senis Z’l‘:‘ﬁiﬂn dax Peserta Peserta Persentase
(orang) (orang) (%)

I. | Pendidikan dan Pelatihan 30 28 93,33
Penanganan ABH
berdasarkan UU  SPPA
Angkatan I

2. | Pendidikan dan Pelatihan 30 30 100
Asset Recovery

3. | Pendidikan dan Pelatihan 531 529 99,62
Teknis Administrasi
Kejaksaan (TAK)
Gelombang I Gol. 11l Kelas 1
s/d XIV

4. | Pendidikan dan Pelatihan 240 239 99,58
Teknis Administrasi
Kejaksaan Gelombang 1I
Gol. II Kelas XV s/d XX

5. | Pendidikan dan Pelatihan 30 30 100
Dasar Penyamaran dan
Penjejakan

6. | Pendidikan dan Pelatihan 30 29 96,67
Auditor

7. | Pendidikan dan Pelatihan 30 30 100
Asset Tracing

8. | Pendidikan dan Pelatihan 30 30 100
Terorisme

9. | Pendidikan dan Pelatihan 30 30 100
Cyber Crime

10. | Pendidikan dan Pelatihan 30 30 100
Illegal Fishing Angkatan I

11. | Pendidikan dan Pelatihan 30 30 100
Pengamanan Intelijen

12. | Pendidikan dan Pelatihan 30 30 100
TP4 Angkatan I

13. | Pendidikan dan Pelatihan 30 30 100
Human Trafficking

14. | Pendidikan dan Pelatihan 30 30 100
Pengelolaan Barang Bukti
Elektronik

15. | Pendidikan dan Pelatihan 30 30 100
Pengawasan
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No.

Jenis Pendidikan dan
Pelatihan

Alokasi
Peserta
{orang)

Capaian

Peserta
(orang)

Persentase
(%)

16.

Pendidikan dan Pelatihan
Audit Kecurangan (Fraud
Examination)

30

30

100

17.

Pendidikan dan Pelatihan
Teknis Bidang TIK untuk
ASN

30

30

100

18.

Pendidikan dan Pelatihan
TP4 Angkatan I

30

30

100

19.

Pendidikan dan Pelatihan
Terpadu Kebakaran Hutan
dan Lahan Angkatan I

30

27

90

20.

Pendidikan dan Pelatihan
lllegal Fishing Angkatan I

30

29

96,67

21.

Pendidikan dan Pelatihan
Terpadu Mineral dan
Batubara Angkatan I

30

26

86,67

22.

Pendidikan dan Pelatihan
Bendahara Angkatan [

30

30

100

23.

Pendidikan dan Pelatihan
Penanganan ABH
berdasarkan UU SPPA
Angkatan II

30

27

90

24.

Pendidikan dan Pelatihan
Perbankan

30

30

100

25.

Pendidikan dan Pelatihan
Intelijen Dasar

40

40

100

26.

Pendidikan dan Pelatihan
Terpadu Kebakaran Hutan
dan Lahan Angkatan II

30

26

86,67

27.

Pendidikan dan Pelatihan
lllegal Fishing Angkatan IIi

30

30

100

28.

Pendidikan dan Pelatihan
Komputer Forensik

30

30

100

20.

Diklat Terpadu Kebakaran
Hutan dan Lahan Angkatan
Iil

30

24

80

30.

Pendidikan dan Pelatihan
Terpadu Mineral dan
Batubara Angkatan II

30

24

80

31.

Pendidikan dan Pelatihan
Perdata dan Tata Usaha
Negara

30

30

100

32.

Pendidikan dan Pelatihan
Terpadu Mineral dan
Batubara Angkatan III

30

25

83,34

33.

Pendidikan dan Pelatihan
Bahasa Asing

30

29

96,67

34.

Pendidikan dan Pelatihan
Terpadu SPPA Angkatan III

30

21

70

35.

Pendidikan dan Pelatihan
Reformasi Birokrasi
Angkatan I

31

31

100

36.

Pendidikan dan Pelatihan
Bendahara Angkatan II

29

96,67

37.

Pendidikan dan Pelatihan
Lelang Angkatan I

30

30

100

38.

Pendidikan dan Pelatihan
Lelang Angkatan II

30

30

100

39.

Pendidikan dan Pelatihan
Terpadu  Antar Negara
dalam Penanganan Tindak
Pidana Narkotika Lintas
Negara

30

25

83,34




-33-

; =t Alokasi Capaian
No. denis };Z?ad’dlml daa Peserta Peserta i Persentase
{orang) (orang) (%)
40. | Pendidikan dan Pelatihan 30 30 100
Reformasi Birokrasi
Angkatan II
41. | Pendidikan dan Pelatihan 31 31 100
Reformasi Birokrasi
Angkatan III
42. | Pendidikan dan Pelatihan 31 31 100
Reformasi Birokrasi
Angkatan IV
43. | Pendidikan dan Pelatihan 30 30 100
Agen Intelijen
44. | Pendidikan dan Pelatihan 30 31 103,3
Public Speaking
45. | Pendidikan dan Pelatihan 30 31 103,3
TIK Angkatan II
Jumlah 2.074 2.022 97,50

Tabel 1.21 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Teknis Tahun 2018

B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

. - Alokasi Capaian
No Jenis f;gf;i’:nan G Peserta Peserta Persentase
(orang) (orang) (%)
1. | Pendidikan dan Pelatihan 120 42 100

Pembentukan Jaksa
Angkatan (PPPJ}] LXXV
Kelas1s/d I i | E— -

Jumlah 120 42 100
Tabel 1.22 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Fungsional Tahun 2018

E. Program Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan Permasalahan

Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya
(Ipoleksosbud), Hukum, dan Pertahanan dan Keamanan (Hankam)

Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai
berikut:

| No Sasaran Program Indikator
1. Meningkatnya dukungan intelijen | Persentase keberhasilan Operasi
terhadap pelaksanaan tugas, fungsi | Intelijen Yustisial terhadap Ancaman,
dan wewenang Kejaksaan Gangguan, Hambatan, dan

Tantangan (AGHT) tertentu di bidang
pidana khusus, pidana umum, dan
perdata dan tata usaha negara

2. | Meningkatnya kualitas pelayanan | Persentase indeks kepuasan
hukum di bidang intelijen masyarakat atas pelayanan hukum
bidang intelijen

Tabel 1.23 Sasaran Program dan Indikator Program Penyelidikan/
Pengamanan/Permasalahan Hukum di Bidang
Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

a. Kegiatan pelaksanaan kegiatan penyelamatan  keuangan
negara dan penanggulangan tindak pidana.

b. Kegiatan pelaksanaan kegiatan sandi dan produksi intelijen.

c. Kegiatan pelaksanaan kegiatan politik, sosial budaya, dan
sumber daya organisasi.

d. Kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum.
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€. Kegiatan penanganan penyelidikan/pengamanan/penggalangan di
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Adapun anggaran dan realisasi  Program Penyelidikan/
Pengamanan/Penggalangan/Permasalahan Hukum di Bidang
Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Pagu Realisasi Persentase realisasi
g (Rp) (Rp) (%)
2015 149.403.140.000 125.621.390.892 84,08
2016 416,018.640.000 61.889.298.323 14,88
2017 63.872.697.000 55.011.121.553 86,13
2018 124.390.555.000 110.940.046.526 89,19
2019 100.860.586.000 85.649.186.629 84,92

Tabel 1.24 Penyerapan Anggaran Program Penyelidikan/Pengamanan/
Penggalangan/Permasalahan Hukum di Bidang
Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam

Adapun target dan realisasi output Program Penyelidikan /Pengamanan/
Penggalangan/Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud, Hukum,
dan Hankam Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tahun Taorﬁ:;;);ol Realisasi Vol Output Pcrsent._s(x;i Kinerja
2015 7.675 5.481 71,41
2016 6.862 7.916 115,36
2017 6.875 10.896 158,49
2018 8.151 13.298 | 163,14
2019 8.309 14.883 ] 179,18

Tabel 1.25 Realisasi

Hukum di

Kinerja Program Penyelidikan/Pengamanan/
Penggalangan/Permasalahan

Bidang

Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam

Adapun kegiatan penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai
berikut:

[ DPO 2015 2016 2017 2018 2019

|  Tangkap 86 60 10 62 42

|  Total DPO - - - 464 166
Tabel 1.26 Penangkapan DPO Program Penyelidikan/Pengamanan/

Penggalangan/Permasalahan Hukum di
Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam

Bidang

Adapun Kegiatan Penyuluhan Hukum, Jaksa Masuk Sekolah (JMS), dan
Jaksa Menyapa sebagai berikut:

Kegiatan 2015 | 2016 2017 2018 | 2019
Penvuluhan Hukum dan JMS 268 983 1135 1646 704
| Jaksa Menyapa 1009 376

Penyuluhan dan Jaksa Masuk Sekolah pada Program
Penyelidikan /Pengamanan/Penggalangan /Permasalahan
Hukum di Bidang Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam

Tabel 1.27

Adapun pelaksanaan kegiatan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah
dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Tim Pengawal Pengamanan
Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) sebagai berikut:

TP4 2015 2016 2017 2018
Kegiatan TP4D

TP4P

Target - 21 20 20 |
Realisasi 16 25 39 |

Tabel 1.28 Kegiatan Tim Pengawal dan Pembangunan Pemerintah dan
Pembangunan Pusat
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TP4P

TARGET REALISASI

Grafik 1.3  Grafik Kegiatan Tim  Pengawal dan Pembangunan
Pemerintah dan Pembangunan Pusat

Adapun pelaksanaan kegiatan penyelidikan /pengamanan/
penggalangan (LIDPAMGAL) adalah sebagai berikut:
LIDPAMGAL | 2015 2016 2017 2018 2019
Target - S50 S50 10 1017
Realisasi 1952 51 69 10 1851

Tabel 1.29 Kegiatan LIDPAMGAL

LIDPAMGAL

1852

1500
1000
500 51 69
(v] ——
| dl—  S—

2015 2016 2017 2018 2019

B TARGET MREALISASE

Grafik 1.4 Kegiatan LIDPAMGAL

F. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

Sasaran program dan indikator kinerja dari program ini adalah sebagai
berikut:
No SasmFH Program

1. Terwujudnya penegakan hukum | Persentase terbuktinya perkara tindak pidana
bidang Pidana Umum yang | umum berdasarkan putusan pengadilan
berorientasi pada kepastian | berkekuatan hukum tetap (in kracht van
hukum gewisjdezaak) dan adanya
kesepakatan/konsensus antar instansi yang |
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No Sasaran Program Indikator

terkait dalam penyelesaian penanganan

perkara tindak pidana umum.

1) Persentase putusan pengadilan (in kracht
van gewisjdezaak) yang berhasil
dilaksanakan oleh jaksa (executable).

2) Persentase penyelesaian berkas perkara
tindak pidana umum sampai dengan
berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).

3) Persentase berkas perkara tindak pidana
umum yang dinyatakan lengkap (P21) yang
dilimpahkan pada proses tahap II

2. Terintegrasinya penanganan | Persentase penyelesaian perkara pidana
perkara tindak pidana umum ke | umum sesuai dengan Kitab Undang-Undang
setiap aparat penegak hukum Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Meningkatnya kualitas | Persentase indeks kepuasan masyarakat atas
pelayanan hukum di bidang | pelayanan hukum bidang Pidana Umum.
Pidana Umum.

Tabel 1.30 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Penanganan
dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

a. Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan
harta benda di Kejaksaan Agung.

b. Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap keamanan
negara dan ketertiban umum di Kejaksaan Agung.

c. Kegiatan tugas dan fungsi penanganan perkara tindak pidana umum
lainnya.

d. Kegiatan tugas dan fungsi penanganan perkara tindak pidana umum
di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Adapun anggaran dan realisasi Program Penanganan dan Penyelesaian
Perkara Pidana Umum sebagai berikut:

2015 485.801.405,000 420.387.823.449 | 86,53

2016 505.159.371,000 342.588.202,151 67,81
2017 231.031.986,000 199.712.126,157 86,44
2018 641.859.834,000 363.546.719,091 56,64
2019 385.291.671,000 310.703.438,387 80,64

Tabel 1.31 Penyerapan  Anggaran  Program  Penanganan  dan
Penyelesaian Perkara Pidana Umum

Adapun capaian target Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara
Pidana Umum sebagai berikut:

2015 266.412 365.092,27 80,16
2016 127.985 142.269 111,16
2017 185.545 324.600 174,94
2018 266.412 365.092,27 137,04
2019 195.672 337.527 172,50

Tabel 1.32 Realisasi kinerja Program Penanganan dan Penyelesaian
Perkara Pidana Umum
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Adapun jumlah perkara yang ditangani pada Program Penanganan dan
Penyelesaian Perkara Pidana Umum sebagai berikut:

TAHUN JUMLAH PERKARA BERKAS YANG DINYATAKAN
LENGKAP
2015 143.826 134.864
2016 160.270 125.302
2017 143.719 143.821
2018 153.957 120.396
2019 150.799 125.790

Tabel 1.33 Penanganan dan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Umum

P21

2019

2018

| === ‘ —
% '

2017

2016

2015

20000 40000 60.000 80.000 100.000 120.600 140.000 160.000 180.000
B P21 BERKAS YANG DINYATAKAN LENGKAPR W P21 JUMLAH PERKARA

Grafik 1.5 Penanganan dan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Umum

Adapun jumlah perkara yang ditangani pada Program Penanganan dan

Penielesaian Perkara Pidana Umum sebaiai berikut:

TAHUN BERKAS YANG BERKAS YANG
DINYATAKAN DILIMPAHKAN TAHAP I1
LENGKAP
2015 143.826 134.864
2016 137.240 134.854
2017 125.302 142.624
2018 143.821 145.758
2019 125.790 120.776

Tabel 1.34 Pelimpahan Berkas Perkara Tahap Il

TAHAP Il

Grafik 1.6 Pelimpahan Berkas Perkara Tahap Il
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Adapun jumlah perkara yang ditangani pada Program Penanganan dan
elesaian Perkara Pidana Umum sebagai berikut:

TAHUN JUMLAH PUTUSAN BERHASIL DIEKSEKUSI
2015 136.864 126.327
2016 138.517 117.729
2017 137.854 120.756
2018 102.505 95.117
2019 95.189 85.729

{
Tabel 1.35 Putusan Inkracht Perkara Pidana Umum

PUTUSAN INKRACHT

136.864 138.517 137.854

100.000 N ﬁ 117.729 H]
: |
ot l =

f |

80.000 |

120.756

60.000

2015 2016 2017 2018 2019

=== JUMLAH PUTUSAN s PUTUSAN INKRACHT BERHASIL DIEKSEKUSI

Grafik 1.7 Putusan Inkracht Perkara Pidana Umum
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus,
Pelanggaran HAM yang Berat, dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai
berikut:

No Sasaran Program Indikator

1. | Terwujudnya penegakan hukum | 1) Persentase terbuktinya perkara tindak
bidang pidana khusus vyang pidana khusus berdasarkan putusan
berorientasi pada kepastian pengadilan berkekuatan hukum tetap
hukum (in kracht van gewisjdezaak) dan adanya

kesepakatan/konsensus antar instansi
yang terkait dalam penyelesaian
penanganan perkara tindak pidana
khusus.

2) Persentase putusan pengadilan (in kracht
van gewisjdezaak) yang  berhasil
dilaksanakan oleh jaksa (executable).

3) Persentase penyelesaian berkas perkara
tindak pidana khusus sampai dengan
berkas perkara dinyatakan lengkap
(P21).

4) Persentase berkas perkara tindak pidana
khusus yang dinyatakan lengkap (P21)
vang dilimpahkan pada proses tahap II.

2. Terintegrasinya penanganan | Persentase penyelesaian perkara tindak
perkara tindak pidana khusus | pidana khusus sesuai dengan KUHAP
ke setiap aparat penegak hukum
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No Sasaran Program Indikator

3. Meningkatnya kualitas | Persentase indeks kepuasan masyarakat
pelayanan hukum di bidang | atas pelayanan hukum bidang Pidana
pidana khusus Khusus.

Tabel 1.36 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Penanganan dan
Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM
yang Berat, dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

a. Kegiatan penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
korupsi di Kejaksaan Agung, (kegiatan penyelidikan dan penyidikan
perkara tindak pidana korupsi dan kegiatan penyidikan perkara
pelanggaran HAM berat dan kegiatan peningkatan prapenuntutan
dan penuntutan di Kejaksaan Agung, (perkara tindak pidana korupsi
yang diselesaikan dalam tahap prapenuntutan, perkara pelanggaran
HAM yang berat dan perkara tindak pidana khusus lain yang
diselesaikan dalam tahap penuntutan).

b. Kegiatan peningkatan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi.

c. Kegiatan  prioritas nasional penanganan perkara tindak pidana
khusus lainnya dan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri (perkara tindak
pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan
Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri, dan tindak pidana khusus
(perpajakan, kepabeanan, dan cukai) yang diselesaikan oleh
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri).

Adapun anggaran dan realisasi anggaran Program Penanganan dan
Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat, dan
Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya sebagai berikut:

T, o e Realisasi Anggaran Persentase Realisasi
2015 344.139.403.000 236.312.333.280 68,67
2016 487.042.062.000 271.474.420.130 55,74
2017 225.630.465.000 174.491.655.769 77,34
2018 299.715.116.000 185.229.823.852 61,80
2019 229.561.608.000 157.158.613.910 68,46

Tabel 1.37 Penyerapan Anggaran Program Penanganan dan
Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM
yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Adapun capaian target Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara
Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat, dan Perkara Tindak
Pidana Korupsi Lainnya sebagai berikut:

 Tahun | TEES E"..‘i“" Realisasi Vol Output Pm"‘?;ﬁ i
2015 4.931 4,556 92,39
2016 5.561 6.859 123,34
2017 4.091 6.710 164,02
2018 4.711 8.112 172,19
2019 3.821 6.000 157,05

Tabel 1.38 Realisasi Kinerja Program Penanganan dan Penyelesaian
Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan
Perkara Tindak Pidana Korupsi
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Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Penyelidikan 1 1988 | 1600

1331 | 1506 | 1195 |

Penyidikan 1785 1527 1364 1060 838
. | Prapenuntutan 2446 2459 2099 0 122
4. | Penuntutan 2446 2434 1918 1803 1596

Tabel 1.39 Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

PENANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

2436 2358 2438

Grafik 1.8 Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Pengembalian dan Penyelamatan Keuangan Negara

2015 Rp642.612.382.187..-

2016 Rp331.048.686.281,07
USD263.929,12

2017 Rp734.084.662.657.71

2018 Rp842.864.684.734,09

2019 Rp1.505.111.563.425,-
USD61.899,-
SGD20.000,-

Tabel 1.40 Pengembalian Keuangan Negara Penyelamatan Keuangan
Negara Tahap Penyelidikan dan Penuntutan

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha
Negara

Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai
berikut:

No anu]nn Program ._ Indikator N
1. Meningkatnya keberhasilan | Persentase kerHenangan _b_idang perdata
penyelesaian perkara perdata dan | dan tata usaha negara Kejaksaan RI
tata usaha negara melalui jalur litigasi
2. | Meningkatnya pengembalian | Persentase  pengembalian  kerugian
kerugian keuangan negara | keuangan negara melalui jalur perdata.

melalui jalur perdata

3. Meningkatnya kualitas pelayanan | Persentase indeks kepuasan masyarakat
hukum di bidang perdata dan | atas pelayanan hukum bidang perdata
tata usaha dan tata usaha negara.

Tabel 1.46. Sasaran Program dan Indikator Program Penanganan dan
Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
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Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:
a. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara perdata yang
diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi.
b. Kegiatan penanganan perkara tata usaha negara.
c. Kegiatan penanganan perkara pemulihan dan perlindungan hak
yang diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi.
d. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata
usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang
Kejaksaan Negeri, litigasi di daerah, baik di Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri yang meliputi:
1) terselesaikannya penanganan perkara perdata dan tata usaha
negara, baik litigasi dan nonlitigasi di Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri; dan

2) operasional pos pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi dan
Kejaksaan Negeri.

Adapun anggaran dan realisasi anggaran Program Penanganan dan
Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Realisasi Anggaran | Persentase Realisasi
Tahun Pagu Anggaran (Rp) (Rp) Anggaran (%)

2015 24,580,436,000 16,627,913,185 67,65

2016 18,004,027,000 ~13,600,325,966 75,54

2017 17,197,474 ,000 13,893,079,145 80,79

2018 22,457,231,000 16,561,822,087 73,75

2019 17,602,582,000 14,758,097,933 83,84 I
Tabel 1.41 Penyerapan Anggaran Program Penanganan dan

Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Adapun capaian target Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara
Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Tahun Target Vol Realisasi Vol Per?.cntpse

Output Qutput Kinerja

2015 7.675 5.481 71,41

2016 6.862 7.916 115,36

2017 6.875 10.896 158,49

2018 8.151 13.298 163,14

2019 3.018 6.845 226,81

Tabel 1.42 Realisasi Kinerja Program Penanganan dan Penyelesaian

Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara

Jumlah Keuangan Ne van -

Taun | Diselamaticn Melahui Jaur | JAmiah Seanten Negars yene
2015 Rp806.845.307.839,00 Rp344.769.330.180,84
| Rp20.308.791.601.602,00 Rp833.863.341.804,36
016 Tanah 7.902m? US$220.778.03
Rp2.786.959.014.447,62 Rp1.519.053.468.905,24
2017 Tanah seluas 142.420m2 US$79.777,40
1 unit kapal MT Tabonganen Lahan seluas 83.330m?2
Rp2.287.986.825.365,23 Rp681.826.342.299,04
2018 US$1.908.886,50
s Rp22.352.124.102.998,00,- RD15.225,985.501,424,00

US$34.814,63,-

US$1.365.208,31,-

Tabel 1.43 Pengembalian Kerugian Negara
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PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI
JALUR LITIGASI

Grafik 1.9. Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi

2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Perkara Litigasi yang | g, 2795 | 26299 | 16611 | 1537
ditangani
Jumlah Perkara yang Berhasil
Diselesaikan Melalui  Jalur 167 1938 26207 8055 4304
Litigasi

Tabel 1.44 Penanganan Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi

PENANGANAN PERKARA PERDATA MELALUI
JALUR NON LITIGASI

2500
2.215

1500 1.316
1176 1176 _ .
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100 713 73 j !
|
500 I l '| 282 242 ‘ '
- — |
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0w - ;
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Grafik 1.10 Penanganan Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi

2015 2016 2017 2018 2019 |

Jumlah putusan in kracht 731 242 1176 1226 2215
Jumlah putusan in kracht yang 731 047 1176 718 1316
dimenangkan

Tabel 1.45 Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Melalui Jalur Non
Litigasi
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1.3. Potensi dan Permasalahan

Analisis SWOT di Kejaksaan Republik Indonesia
Strength (Kekuatan)

1.

2.

4.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia
yakni segala peraturan perundang-undangan atau peraturan
pemerintah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kejaksaan
Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur penegak hukum di
Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penuntutan
serta tugas-tugas lain yang diatur oleh perundang-undangan
menekankan dan menerapkan keberadaan keenam bidang yakni:
Pembinaan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus,
Perdata dan Tata Usaha Negara, Pengawasan, dan Badan
Pendidikan dan Pelatihan, yang dalam melaksanakan program dan
kegiatan adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan untuk
menjamin terpeliharanya persatuan kebijakan dan persamaan
persepsi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing
bidang di Kejaksaan Republik Indonesia.

Memiliki satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia
baik dari tingkat pusat, provinsi (Kejaksaan Tinggi),
kabupaten/kotamadya (Kejaksaan Negeri), dan Kecamatan (Cabang
Kejaksaan Negeri).

Weaknesses (Kelemahan)

Masih kurangnya jumlah aparatur Kejaksaan Republik Indonesia
baik jaksa maupun tenaga pendukung lainnya.

Masih kurangnya aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang
profesional dan berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi
Kejaksaan.

Sistem reward dan punishment belum sepenuhnya dilaksanakan,
sehingga belum dapat meningkatkan kinerja seluruh aparatur
Kejaksaan Republik Indonesia secara optimal.

Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dikarenakan
terbatasnya anggaran sarana dan prasarana Kejaksaan Republik
Indonesia serta sumber daya manusia yang belum siap sehingga
perlu dilaksanakan pelatihan terkait teknologi informasi.
Terbatasnya sarana dan prasarana Kejaksaan Republik Indonesia
yang dapat mendukung optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan
Republik Indonesia.

Opportunities (Peluang)

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
RPJPN 2005-2025, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah
satu lembaga penegak hukum yang memiliki tugas dan fungsi di
bidang penuntutan masih mempunyai skala prioritas di setiap
program pemerintah.

Sampai saat ini lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah
dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang penuntutan adalah
organisasi Kejaksaan Republik Indonesia dan jaksa dilantik oleh
Jaksa Agung Republik Indonesia yang keberadaannya masih
dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan.

Threats (Ancaman)

Dengan terbatasnya anggaran belanja yang diterima Kejaksaan
Republik Indonesia, mengakibatkan tidak optimalnya penegakan
hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.
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Terbatasnya jumlah SDM aparatur Kejaksaan Republik Indonesia
mengakibatkan tidak optimalnya kinerja Kejaksaan Republik
Indonesia.

Terbatasnya sumber daya manusia aparatur Kejaksaan Republik
Indonesia  yang  berkualitas dan  profesional, sehingga
mempengaruhi kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia
dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Visi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5
Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang dimaksud dengan Visi
adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan, yang disusun secara rasional, singkat, padat, mudah
dipahami, mudah diingat, dan realistis/fleksibel.

Visi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah:
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL,
INOVATIF, DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI,
DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

Dengan penjelasan:

a. Andal
Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak
hukum di Indonesia, dengan melaksanakan tugas dan fungsi dapat
dipercaya.

b. Profesional

Segenap aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dilakukan dengan kemampuan yang tinggi dan
berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta
mendasari perbuatan, yaitu didasarkan atas etika Kejaksaan Republik
Indonesia TRI KRAMA ADHYAKSA, yang terdiri dari:

1. SATYA yaitu kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga maupun
kepada sesama manusia.

2. ADHI yaitu kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur
utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, keluarga dan sesama manusia.

3. WICAKSANA yaitu bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku
khususnya dalam pengtrapan tugas dan kewenangannya.

c. Inovatif

Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan

pembaharuan dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif
dan efisien.
d. Berintegritas

Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas

dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Misi
Misi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik
Indonesia Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata, dan Berdaya Saing.
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Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Tepercaya.

Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga.

8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Tepercaya.

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

A

-~

Dalam rangka mendukung kinerja Presiden dan Wakil Presiden,
Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis Kejaksaan
Republik Indonesia Tahun 2020-2024 menindaklanjuti pelaksanaan Misi
Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia
Indonesia), nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi,
Bermartabat, dan Tepercaya), nomor 7 (Perlindungan Bagi Segenap Bangsa
dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga), dan nomor 8
(Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Tepercaya), untuk itu
Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan
Republik Indonesia. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1).

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan
Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia. (Misi Presiden dan
Wakil Presiden Nomor 8]).

3. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (Misi Presiden dan Wakil Presiden
Nomor 6)

4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik
Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana. (Misi Presiden dan
Wakil Presiden Nomor 6 dan Nomor 7)

5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara. (Misi
Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, Nomor 7, dan Nomor 8)

6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis
Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan
8)

2.3. Tuyjuan
Tujuan merupakan penjabaran visi kementerian/lembaga yang
bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang
hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas
Presiden. Visi Kejaksaan Republik Indonesia yang dijabarkan dalam tujuan
yang hendak dicapai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan
Republik Indonesia.
(Diukur dengan: jumlah aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang
memiliki sertifikat kompentensi dan atau keahlian)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan
Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
(Diukur dengan: meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan Republik Indonesia,
meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan Republik Indonesia, serta
berkurangnya jumlah aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang
dijatuhi hukuman disiplin)
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
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(Diukur dengan: jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan
tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana
korupsi setiap tahunnya)

Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik
Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.

(Diukur dengan: persentase penyelesaian perkara pidana dengan
penerapan prinsip restorative justice, jumlah perkara yang mempunyai
kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi)

Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
(Diukur dengan: jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan
dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata)

Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis
Teknologi Informasi (TI).

(Diukur dengan: jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT
Masterplan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024).

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh

kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan
oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang
dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan
strategi, program, dan kegiatan beserta indikator keberhasilannya. Untuk
Tahun 2020-2024 Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan sasaran
strategis sebagai berikut:

1.

Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia
(Dengan Indikator: persentase aparatur Kejaksaan Republik Indonesia
yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian).

. Terwujudnya Kejaksaan Republik Indonesia yang Akuntabel, dan

Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang Berintegritas

(Dengan Indikator: meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan Republik
Indonesia, meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan Republik Indonesia,
serta berkurangnya jumlah aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang
dijatuhi hukuman disiplin).

. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

(Dengan Indikator: persentase kegiatan yang mendukung upaya
pencegahan tindak pidana korupsi).

Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
(Dengan Indikator: persentase penyelesaian perkara tindak pidana
umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi,
persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang mempunyai
kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi).

. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

(Dengan Indikator: persentase penyelamatan dan pengembalian
kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata).

. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik

Indonesia berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Masterplan Kejaksaan
Republik Indonesia

(Dengan Indikator: persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan
IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024).
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)} Tahun
2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 sehingga menjadi
sangat penting. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sangat mempengaruhi
pencapaian target pembangunan RPJPN Tahun 2005-2025 dimana
optimalisasi pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat
kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah ke
atas (upper-middle income country/MIC) dan memiliki kondisi
infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta
kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan pembangunan RPJPN Tahun 2005-2025, maka
sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya
struktur perckonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya
saing tinggi.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 yang
merupakan amanat pembangunan RPJPN Tahun 2005-2025 yakni untuk
mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode
terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda
pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan
Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV Tahun 2020-2024 telah
sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari
17 (tujuh belas) tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
yang indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan.

' /( Kelembagaan politik dan hukum yang mantap

Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
\( Terwujudnya keanekaragamar. hayati yang te-jaga

Gambar 3.1 Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024

Adapun Tema Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah
“INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH-TINGGI YANG
SEJAHTERA, ADIL, DAN BERKESINAMBUNGAN”.
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Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-

2024 adalah:

1.

Memperkuat Ketahanan Ekonomi wuntuk Pertumbuhan yang

Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,

berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata, yang
dilakukan melalui:

a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan
pangan dan pertanian, pengelolaan kelautan, sumber daya air,
sumber daya energi, serta kehutanan; dan

b. akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry,
kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonoml kreatif
dan digital.

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan

Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan

harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan
ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan
kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

a. pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah,;

b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum
berkembang;

c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;

d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia dan ilmu
pengetahuan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung
ekonomi unggulan daerah; dan

e. meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara
merata.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya

Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional guna

menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan

daya saing sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia yang

sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

a. pengembangan pengendalian penduduk dan penguatan tata
kelola kependudukan;

b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju

cakupan kesehatan semesta;

peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

pengentasan kemiskinan; dan

g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan

sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan

negara, bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing, dan
mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan

aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang

membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan

o
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karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan

melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

a. memperkukuh ketahanan budaya bangsa;

b. memajukan kebudayaan;

c. meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai
agama,;

d. meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan

e. meningkatkan budaya literasi.

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan

Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas

perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur

akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

a. memperkokoh ketahanan budaya bangsa, menjadikan
keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan
infrastruktur wilayah;

b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam
pembangunan

c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;

d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan

e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana

dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber

daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana,

dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan

bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;

b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan

c. pembangunan rendah karbon.

Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan,

dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa,

memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada

seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh

semua masyarakat melalui:

a. reformasi kelembagaan reformasi kelembagaan birokrasi untuk
pelayanan publik berkualitas;

b. meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;

c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola
keamanan siber;

d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
dan

e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan
Warga Negara Indonesia di luar negeri.

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

(Polhukhankam) Indonesia Tahun 2020-2024 diarahkan menuju

kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut

ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya
supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi
profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat;
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serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari
dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan “kondisi
perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang
lainnya.

Dalam  menghadirkan  “kondisi  perlu”, Pembangunan
Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam
dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah
intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi,
perilaku koruptif, dan potensi ancaman yang mengganggu keamanan
dan kedaulatan negara. Di tingkat global, isu yang perlu menjadi
perhatian adalah pergeseran gravitasi politik internasional, pergeseran
arena pertarungan negara besar ke seascape, deglobalisasi, dan
populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara,
instabilitas di kawasan Timur Tengah.

Pada RPJMN Tahun 2020-2024 terdapat 5 (lima) arah kebijakan
pembangunan  Polhukhankam, yaitu konsolidasi demokrasi,
optimalisasi kebijakan luar negeri, sistem hukum nasional yang
mantap, reformasi kelembagaan birokrasi, dan menjaga stabilitas
keamanan nasional.

Arah Kebijakan dan Strategi Penegakan Hukum Nasional dilaksanakan
sebagai berikut:
1. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:

a. Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalui
penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam
siklus penyusunan peraturan perundang-undangan; optimalisasi
partisipasi publik; dan dukungan database regulasi berbasis
teknologi informasi.

b. Pembaruan substansi hukum, melalui perubahan KUHP, KUHAP,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta regulasi terkait
badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan.

2. Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi:

a. Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang
mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis
teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan
kelembagaan yang berbasis teknologi informasi dalam
penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang
mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

b. Penerapan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan
regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan
yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga
adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian
sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian
rehabilitasi, kompensasi dan restitusi bagi korban, termasuk
korban pelanggaran hak asasi manusia;

c. Dukungan teknologi informasi di bidang hukum dan peradilan,
melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar
penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan
database di internal lembaga penegak hukum.

3. Penguatan sistem anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi
penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir
praktik suap di ASN, masyarakat, dan swasta, serta optimalisasi
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mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan
secara menyeluruh.

4. Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat
dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan
hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal
dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan
layanan keadilan.

5. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan
kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses
keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan
aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk
masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan Republik Indonesia

Sejalan dengan pembangunan RPJPN Tahun 2005-2025, maka
perwujudan sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024
adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan
makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan
menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung
oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kemudian
selanjutnya Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan Republik Indonesia
dalam Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024
mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam
RPJMN Tahun 2020-2024 dan turut serta melaksanakan 7 (tujuh) agenda
pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan
Prioritas, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal memperkuat stabilitas
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan
yang menjadi pedoman seluruh aparatur Kejaksaan Republik Indonesia
dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidangnya, yaitu:

1. Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak
perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk
menjamin satu wilayah bebas dari korupsi.

2. Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di
daerah.

3. Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial,
maupun aset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak
terurus atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi
terkait.

4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keberhasilan
tugas-tugas Kejaksaan.

5. Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga
konsistensi peaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

6. Diperlukan sistem complain and handling management yang mampu
meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat.

7. Inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti
dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat di
implementasikan dalam skala nasional.

Kemudian dalam rangka mendukung 41 (empat puluh satu) Proyek
Strategis Nasional (Major Project) yang menjadi fokus penekanan kebijakan
dan pendanaan dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
tahunan, Kejaksaan Republik Indonesia turut serta melaksanakan Major
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Project pembentukan National Cybersecurity Operation Center (NSOC) dan
121 Security Operation Center (SOC) dan Cyber Security Incident Response
Team (CSIRT). Dalam S (lima) tahun ke depan diharapkan manfaat dari
pelaksanaan RKP tahunan dimana Kejaksaan Republik Indonesia turut
serta melaksanakan Major Project pembentukan National Cybersecurity
Operation Center (NSOC) dan 121 Security Operation Center (SOC) dan
CSIRT, yaitu:
1. menurunnya insiden serangan siber;
2. meningkatnya kemampuan bersama multistakeholder keamanan siber
dalam melakukan deteksi dini serangan/ancaman siber;
3. meningkatnya pelayanan multistakeholder keamanan siber melalui
pusat informasi terpadu bagi masyarakat; dan
4. meningkatnya integrasi dan sharing data informasi antara stakeholder
terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya).
Kemudian dalam 5 (lima) tahun ke depan Kejaksaan Republik
Indonesia juga masih mempedomani Nota Kesepakatan Bersama Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pelaksanaan penerapan
penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara
pemeriksaan cepat serta pengimplementasian penerapan keadilan restoratif
(restorative justice) pada tanggal 17 Oktober 2012 yang merupakan
komitmen bersama penegak hukum untuk melaksanakan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, yang juga menempatkan prioritas nasional dan optimalisasi
pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian Kejaksaan
Republik Indonesia sedang menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai
penerapan keadilan restoratif dalam penuntutan perkara tindak pidana
umum serta Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara
tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif, dengan indikator
sasaran program yang ditetapkan berdasarkan persentase jumlah perkara
yang disetujui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk diselesaikan
melalui keadilan restoratif (restorative justice) dibagi jumlah perkara yang
diajukan untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif (restorative justice).
Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Republik Indonesia
dilaksanakan melalui 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan
kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia yang dilengkapi dengan
Sasaran Program (outcome) dari masing-masing program sebagai berikut:
1. Program Dukungan Manajemen
Penanggung jawab dari Program Dukungan Manajemen internal
adalah 3 (tiga) Eselon I yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa
Agung Muda Pengawasan, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
dengan penjelasan Sasaran Program, Indikator Program dan Target
Program sebagai berikut:

Target
Sasaran Program Indikator

(Qutcome) 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Meningkatnya  Kualitas | Persentase sumber daya
Dan Kuantitas Sumber | manusia Kejaksaan
Daya Manusia Aparatur | Republik Indonesia yang
Kejaksaan Republik | telah memiliki sertifikat
Indonesia sesuai standar
kompetensi

25 35 50 75 85
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Sasaran Program 2 Target
No ’ Indikator
[Outcome) 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Persentase pejabat
struktural sesuai 50 65 75 85 95
kompetensi |
Persentase satuan kerja |
yang telah memenuhi
jumlah sumber daya 50 60 70 80 90
manusia sesuai
kebutuhan
Indeks  profesionalitas
Ap.aratur Sipil Negax.'a ) ) ~ 20 85
Kejaksaan Republik
Indonesia
Indeks NSPK Manajemen
Aparatur Sipil Negara - - - 85 90
(Perpres 116/2022)
2. | Meningkatnya Persentase satuan kerja
optimalisasi r.ealisasi yang melakukan 75 80 85 90 95
anggaran Kejaksaan | pengelolaan keuangan
Republik Indonesia secara optimal
Indikator Kinerja
Pelaksana Anggaran - - - 94 95
(IKPA)
3. | Meningkatnya kualitas | Persentase satuan kerja
reformasi birokrasi | yang ditetapkan sebagai
Kejaksaan Republik | satuan kerja 20 80 5 60 0
Indonesia WBK/WBBM
4. | Meningkatnya Persentase penyelesaian
optimalisasi kinerja | kinerja Kejaksaan 14 30 50 75 95
Kejaksaan Republik | dengan IT Masterplan
Indonesia berbasis | Indeks penerapan
teknologi informasi Sistem Pemerintahan ) i R 57 3.0
Berbasis Elektronik '
(SPBE}
5. | Meningkatnya Persentase penyelesaian
penyelesaian penyelamatan aset 85 87 90 92 95
penyelamatan dan | negara
pemulihan aset Persen.tase penyelesaian 85 87 90 92 95
pemulihan aset negara
6. | Meningkatnya kepuasan | Indeks kepuasan
pemangku  kepentingan | pemangku kepentingan
terhadap penyelesaian | terhadap penyelesaian - - - 85 90
penyelamatan dan | penyelamatan dan
pemulihan aset pemulihan aset
7. | Meningkatnya  kualitas | Persentasi  penerbitan
layanan  hukum  dan | regulasi dan pelayanan - - - 80 90
hubungan luar negeri hukum yang tepat waktu
Persentase keberhasilan
terjalinnya kerja sama
internasional dan antar - - - 90 95
lembaga

Tabel 3.1 Sasaran Program, Indikator Program, dan Target Program
Dukungan Manajemen Internal dengan Penanggung Jawab Jaksa
Agung Muda Pembinaan

Sasaran Target
No PIOErsm Indikator _ _
(Qutcome) 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. Meningkatnya kuantitas | Persentase satuan kerja
dan kualitas sarana dan | yang memiliki sarana dan- 50 60 70 20 90
prasarana yang | prasarananya sesuai
mendukung Kinerja | kebutuhan
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Sasaran Program . Target
No : 4 Indikator ] )
(Qutcome) 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Kejaksaan Republik
Indonesia
2. | Meningkatnya tertib | Indeks pengelolaan aset
penyelenggaraan tata - - - 3.20 | 3.50
kelola aset
3. | Meningkatnya tertib | Indeks pengelolaan
penyelenggaraan barang dan jasa (PBJ)
- - - 55 60
pengadaan barang dan
jasa pemerintah

Tabel 3.2 Sasaran Program, Indikator Program, dan Target Program
Dukungan Manajemen dengan penanggung jawab Jaksa Agung
Muda Pembinaan

N Sasaran Program s Target
& Outcome) dikator = = _
( | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. | Meningkatnya Opini hasil pemeriksaan
akuntabilitas Kejaksaan | BPK WP WIP | WTP | WIP | WTP
Republik Indonesia Hasil penilaian SAKIP
dari Kementerian
Pendayagunaan B BB BB A A

Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
2. | Meningkatnya integritas | Jumlah ASN Kejaksaan

aparatur Kejaksaan | Republik Indonesia yang
Republik Indonesia dijatuhi hukuman 308 250 . 150 100
disiplin

3. | Meningkatnya kapabilitas | Indeks kapabilitas APIP
APIP dalam pengawasan | (IACM) - - - 3 3
intern

4. | Meningkatnya  efektivitas | Indeks maturitas SPIP
praktik pengendalian Level | Level
intern pada Kejaksaan ) ) . 3 3
Republik Indonesia

5. | Terselenggaranya Persentase satuan kerja
Kejaksaan Republik | yang ditetapkan sebagai
Indonesia sebagai Zona | satuan kerja  WBK/ - - - 60 70
Integritas Menuju WBK dan | WBBM
WBBM

Tabel 3.3 Sasaran Program, Indikator Program, dan Target Program
Dukungan Manajemen Internal dengan Penanggung Jawab Jaksa
Agung Muda Pengawasan

- Target
NO Sasaéaunmof‘mgram Indikator
ez 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 Meningkatnya kualitas | Persentase jumlah
aparatur Kejaksaan | sumber daya manusia ~
Republik Indonesia yang | yang bersertifikat 25 95 50 = 85
bersertifikat kompetensi

Tabel 3.4 Sasaran Program, Indikator Program, dan Target Program
Dukungan Manajemen Internal dengan Penanggung Jawab Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Meningkatnya pelaksanaan | Persentase pelaksanaan
operasi intelijen yang | operasi inteliien yang
berkaitan dengan bidang | berkaitan dengan bidang
| ideologi, politik,

10 15 20 25 30
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ideologi, politik, pertahanan | pertahanan dan
dan keamanan keamanan

2. | Meningkatnya pelaksanaan | Persentase pelaksanaan
operasi intelijen yang | operasi intelijen yang
berkaitan dengan bidang | berkaitan dengan bidang 10 15 20 25 30
sosial, budaya dan | sosial, budaya dan
kemasyarakatan kemasyarakatan

3. | Meningkatnya pelaksanaan | Persentase pelaksanaan
operasi intelijen yang | operasi intelijen yang
berkaitan dengan bidang | berkaitan dengan bidang
ekonomi dan keuangan ekonomi dan keuangan
4. | Meningkatnya kegiatan | Persentase kegiatan
Pengamanan Pembangunan | Pengamanan 50 60 70 80 90
Strategis Pembangunan Strategis
5. | Meningkatnya operasi | Persentase pelaksanaan
intelijen yang berkaitan | operasi intelijen yang
dengan teknologi informasi | berkaitan dengan 10 15 20 25 30
dan produksi intelijen teknologi informasi dan
produksi intelijen

6. | Meningkatnya kualitas dan | Persentase lembaga/
kuantitas penyuluhan dan | pihak yang diberi

10 15 20 25 30

20 25 30 35 40

penerangan hukum penyuluhan dan
penerangan hukum
7. | Meningkatnya kepuasan | Indeks kepuasan
pemangku kepentingan | pemangku kepentingan
terhadap layanan | terhadap layanan _ - B 35 40
penyuluhan dan | penyuluhan dan
penerangan hukum penerangan hukum

Tabel 3.5 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan
Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Jaksa
Agung Muda Intelijen

TARGET
INDIEATOR
2020 2021 2022 | 2023 2024
1. | Meningkatnya penyelesaian | Persentase perkara
penanganan perkara tidak | yang diselesaikan
pidana umum tertenfu | berdasarkan keadilan 30 40 50 60 70
berdasarkan keadilan | restoratif
restoratif
2. | Meningkatnya kualitas | Persentase perkara
penyelesaian  penanganan | tindak pidana umum
perkara  tindak  pidana | yang diproses hingga 75 80 85 90 95
umum prapenuntutan
Persentase perkara
tindak pidana umum
yang diproses hingga 75 80 85 0 95
penuntutan
Persentase perkara
tindak pidana umum
yang in kracht van
gewijsde (berkekuatan & 80 85 90 99
hukum tetap) yang
telah dieksekusi
3. | Meningkatnya kepuasan | Indeks kepuasan
masyarakat terhadap | masyarakat terhadap ) ) ) 38 40
layanan hukum  bidang | layanan hukum bidang ’ ’
tindak pidana umum tindak pidana umum*
*<1.8= Kurang; 1.9-2.6= Cukup; 2.61-3.5= Baik; 3.51-4.2= Sangat Baik;
4.21-5.0= Memuaskan

Tabel 3.6 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan
Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Umum
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Sasaran Program
(Outcome)

Indikator

Target

2020

2021

2022

2023

2024

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak
pidana korupsi dan tindak
pidana pencucian uang
secara transparan,
akuntabel dan profesional

Persentase tindak lanjut
laporan pengaduan
masyarakat

70

75

80

85

90

Persentase perkara
tindak pidana korupsi
dan tindak pidana
pencucian uang yang
diselesaikan pada tahap
penyelidikan

70

75

80

85

90

Persentase perkara
tindak pidana korupsi
dan tindak pidana
pencucian uang yang
diselesaikan pada tahap
penyidikan

70

75

80

85

90

Persentase perkara
tindak pidana korupsi
dan tindak pidana
pencucian uang yang
diselesaikan pada tahap
prapenuntutan

70

75

80

85

90

Persentase perkara
tindak pidana korupsi
dan tindak pidana
pencucian uang yang
diselesaikan pada tahap
penuntutan

70

75

80

85

90

Persentase perkara
tindak pidana korupsi
dan tindak pidana
pencucian uang yang
telah dieksekusi

80

85

90

95

97

Persentase
pengembalian kerugian
keuangan negara melalui
jalur pidana khusus

85

87

90

95

97

Meningkatnya penyelesaian
penanganan perkara tindak
pidana khusus,
(kepabeanan, cukai, dan
pajak) dan tindak pidana
pencucian uang secara
transparan, akuntabel dan
profesional

Persentase perkara
tindak pidana Kkhusus
(kepabeanan, cukai, dan
pajak) dan tindak pidana
pencucian uang yang
diselesaikan pada tahap
rapenuntutan

70

75

80

85

90

Persentase perkara
tindak pidana Kkhusus
(kepabeanan, cukai, dan
pajak) dan tindak pidana
pencucian uang yang
diselesaikan pada tahap
penuntutan

70

75

80

85

90

Persentase perkara
tindak pidana khusus
{(kepabeanan, cukai, dan
pajak) dan tindak pidana
pencucian uang yang
telah dieksekusi

70

75

80

85

90

Konsensus penuntasan
perkara pelanggaran hak
asasi manusia (HAM) yang
berat dengan instansi yang
terkait

Persentase penyelesaian
penanganan perkara
pelanggaran HAM yang
berat

70

75

80

85

95

Perbaikan tata kelola
administrasi penanganan
perkara tindak pidana
korupsi dan tindak pidana
pencucian uang, tindak
pidana khusus
(kepabeanan, cukai, dan
pajak) dan tindak pidana

Persentase

pengintegrasian  sistem
tata kelola administrasi
penanganan perkara
tindak pidana korupsi
dan tindak pidana
pencucian uang, tindak
pidana khusus

40

50

60

70

80
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: : Target
No Sasa_ran Frograns Indikator il
(Qutcome] 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
pencucian uang berbasis | (kepabeanan, cukai, dan
teknologi informasi pajak) dan tindak pidana
pencucian uang secara
online di seluruh
Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri dan
Cabang Kejaksaan
Negeri

"Tabel 3.7 Sasaran Program, Indikator Program, dan Target Program
Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung
Jawab Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Sasaran Program - e
Na Indikator
(Eiaene 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. | Meningkatnya keberhasilan | Persentase perkara
penyelesaian perkara | perdata yvang - -
Perdata dan Tata Usaha | diselesaikan melalui l 70 72 & 7 50
Negara jalur litigasi |
Persentase perkara
perdata yang
diselesaikan melalui 0 72 & 7 8o
jalur non litigasi
Persentase perkara tata
usaha  negara yang | ., 72 | 75 | 77 | 80
diselesaikan melalui
jalur litigasi
Persentase perkara tata
usaha negara yang
diselesaikan melalui 70 72 3 m 50
jalur non litigasi
2. | Meningkatnya Persentase
pengembalian kerugian | pengembalian kerugian
keuangan negara melalui | negara melalui jalur 7S 7 78 7 80
jalur perdata perdata
3. | Meningkatnya pelaksanaan | Jumlah kegiatan
kegiatan pemberian | pertimbangan  hukum,
pertimbangan hukum, | pelayanan hukum dan 969 969 969 969 969
| pelayaanan hukum dan | tindakan hukum lain
tindakan hukum lain
4. | Meningkatnya  kepuasan | Indeks kepuasan
masyarakat terhadap | masyarakat terhadap . ) ) 3.9 4
layanan pertimbangan | layanan hukum perdata ’
hukum, pelayanan hukum | dan tata usaha negara
dan tindakan hukum lain *<1.8= Kurang; 1.9-2.6= Cukup; 2.61-3.5= Baik; 3.51-4.2= Sangat Baik;
4.21-5.0= Memuaskan

Tabel 3.8 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan
Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Jaksa
Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

Target
No |  Sasaran Program Indikator
(Outcome) 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. | Meningkatnya kegiatan | Jumlah kegiatan
koordinasi teknis | koordinasi teknis
penuntutan yang | (assurance, consultative,

dilakukan oditurat pencegahan Jraud,
monev dan pelaporan)
tahap penindakan

Jumliah kegiatan

koordinasi teknis

(assurance, consultative, ) R

pencegahan fraud, 15 50 60

monev dan pelaporan)
tahap penuntutan
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No EE T B e Indikator i i
(Outcome) 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumlah kegiatan
koordinasi teknis
(assurance, consultative,
pencegahan Jfraud, ) ) 10 95 35
monev dan pelaporan) -
tahap eksekusi, upaya
hukum luar biasa dan
eksaminasi
2. | Meningkatnya penyelesaian | Persentase perkara
enanganan perkara | koneksitas yang ) o o o
ionekgitas (penyelidikan, | diselesaikan pada tahap } 15% | 20% | 25%
penyidikan, penuntutan, | penvelidikan
eksekusi, upaya hukum, | Persentase perkara
dan barang bukti) koneksitas yang o o o
¢ diselesaikan pada tahap i ) 15% [ 20% | 25%
penyidikan
Persentase perkara
koneksitas yang o o o
diselesaikan pada tahap i . 15% | 20% | 25%
penuntutan
Persentase pelaksanaan
utusan hakim perkara o o o
' Eoneksitas yang telah ) ) 15% | 20% | 25 %
I dieksekusi
Persentase
‘ pengembalian kerugian ) ) 10% | 15% | 20 %
negara perkara
koneksitas
‘ 3. | Meningkatkan  kepuasan | Indeks kepuasan relasi

relasi  kelembagaan  di | kelembagaan terhadap

lingkungan Tentara | layanan hukum bidang

Nasional Indonesia dan | pidana militer

kementerian/lembaga (Sosialisasi - - - 2.6 2.8
terkait lainnya terhadap | kelembagaan,

layanan hukum berupa | konsolidasi dan

koordinasi teknis perkara | sinkronisasi/kolaborasi
oditurat dan Penanganan | *

Perkara Koneksitas *<1.8= Kurang; 1.9-2.6= Cukup; 2.61-3.5= Baik; 3.51-4.2= Sangat Baik;
4.21-5.0= Memuaskan

Tabel 3.9 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan

3.3

Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Jaksa
Agung Muda Bidang Pidana Militer

Kerangka Regulasi

Arah kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan
regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku
masyarakat dan penyelenggara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
Kerangka regulasi diperlukan dalam rangka melaksanakan strategi
kementerian/lembaga dan untuk mencapai sasaran  strategis
kementerian/lembaga. Selain sebagai alat untuk mencapai tujuan atau
sasaran pembangunan nasional kerangka regulasi juga dapat disusun
sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting,
mendesak dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian pembangunan
nasional. Kerangka regulasi yang dicantumkan dalam Renstra Kejaksaan
Republik Indonesia merupakan arah kerangka regulasi dan/atau
kebutuhan regulasi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kinerja dan
penganggaran Kejaksaan Republik Indonesia yang bentuknya dapat berupa
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi
Presiden, dan Peraturan Menteri terkait, serta Peraturan Kejaksaan. Dalam
beberapa hal, inisiatif dalam kerangka regulasi berkaitan erat dengan
langkah-langkah yang dilaksanakan pada lingkup kerangka kelembagaan.
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Secara garis besar inisiatif dalam kerangka regulasi dapat dilihat pada

bagian berikut:

Perumusan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah:

1. Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia, yang perlu penyesuaian mengikuti perkembangan
organisasi dan perkembangan hukum.

2. Perumusan draf Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur
Manajemen Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan.

Perumusan Peraturan Presiden:

1. Perumusan draf Rancangan Peraturan Presiden bagi pembentukan
Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

2. Perumusan draf Rancangan Peraturan Presiden bagi pembentukan,
serta organisasi dan tata laksana Badan Pemulihan Aset (BPA).

Perumusan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia:

1. Peraturan Kejaksaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia;

2. Peraturan Kejaksaan tentang Rekrutmen Pegawai sesuai dengan
Kebutuhan Organisasi secara Transparan, Kredibel dan Akuntabel;

3. Peraturan Kejaksaan tentang Promosi dan Mutasi Berbasis Sertifikasi
dan Kompetensi;

4. Peraturan Kejaksaan tentang Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Anggaran,

5. Peraturan Kejaksaan tentang Mekanisme Monitoring dan Evaluasi
Kinerja dan Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia;

6. Peraturan Kejaksaan tentang Penanganan Penyelesaian Perkara melalui
Keadilan Restoratif yang Mengacu Kepada Arahan RPJMN mengenai
Restorative Justice;

7. Peraturan Kejaksaan tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di
Lingkungan Kejaksaan;

8. Peraturan Kejaksaan tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi
Informasi (IT Masterplan) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-
2024.

9. Peraturan Kejaksaan tentang Sertifikasi Kompetensi Aparatur
Kejaksaan Republik Indonesia;

10. Peraturan Kejaksaan tentang Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik
Indonesia;

11. Peraturan Kejaksaan tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan
Republik Indonesia.

12. Peraturan Kejaksaan tentang Pusat Kesehatan Yustisial Kejaksaan
Republik Indonesia;

Matriks Kerangka Regulasi

Dalam dokumen Renstra Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024,
regulasi yang dibutuhkan dituangkan dalam bentuk matriks kerangka
regulasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Format 2. Matriks
Kerangka Regulasi.

3.4 Kerangka Kelembagaan
Sebagaimana dikemukakan pada RPJMN Tahun 2020-2024!, bahwa
dalam konteks Mekanisme Penghantaran (delivery mechanism),

! Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020 - 2024.
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kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta

aturan main di dalamnya baik yang bersifat inter maupun antar organisasi,

yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan.

Adapun fokus kebijakan kerangka kelembagaan dalam RPJMN 2020-2024

ditujukan pada organisasi pemerintah yang mencakup rumusan tugas,

fungsi, kewenangan, peran, dan struktur lembaga, serta tata kerja inter dan
antar lembaga.

Bagi Kejaksaan Republik Indonesia pelaksanaan program dan
kegiatan dalam kerangka kelembagaan pada Renstra Tahun 2020-2024
setidaknya dapat dikemukakan 4 (empat) hal yang harus mendapatkan
prioritas, antara lain:

1. Penataan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia secara holistik
agar dapat mengintegrasikan secara optimal tugas dan wewenang Jaksa
Agung (dan dibantu Wakil Jaksa Agung), Kejaksaan sebagai lembaga,
serta sumber daya manusia jaksa, sebagaimana diamanatkan dalam
peraturan perundang-undangan.

2. Penataan struktur organisasi dan tata kelola Kejaksaan Republik
Indonesia berkaitan dengan dibentuknya Unit Kerja Jaksa Agung Muda
Bidang Pidana Militer, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Penataan kelembagaan yang merupakan implikasi dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.

4. Penataan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas Kkinerja
Kejaksanaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan
wewenang pada tingkat satuan kerja, baik untuk mengoptimalkan
kinerja satuan kerja yang telah ada maupun pembentukan satuan kerja
baru, khususnya dengan penambahan jumlah provinsi dari semula 34
provinsi menjadi 37 provinsi.

Secara garis besar masing-masing inisiatif strategis dalam Kerangka
Kelembagaan bagi Kejaksaan Republik Indonesia untuk program Kkerja
tahun 2020-2024 dikemukakan pada bagian berikut.

3.4.1 Penataan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia secara

holistik dan integratif

Penataan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia secara
holistik dan integratif dan dapat secara komprehensif melaksanakan
peran, fungsi, tugas, dan kewenangan agar dapat dilaksanakan
secara lebih optimal. Untuk itu dipandang perlu dilakukan penataan
kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia dengan
mengonsolidasikan? Jaksa Agung, Kejaksaan, dan jaksa, agar dapat
dicapai penegakan hukum, pelaksanaan wewenang dilakukan
secara koordinatif dan terpadu dengan instansi dan/atau lembaga
lain sesuai dengan kewenangannya.

Hal-hal yang memerlukan perhatian dalam mengonsolidasikan
penyelenggaraan tugas dan kewenangan Jaksa Agung, Kejaksaan
dan jaksa, antara lain adalah:

1. Mengoptimalkan peran, fungsi dan kewenangan Jaksa Agung
sebagai:

% Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia.
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a. penyidik, penuntut umum, dan sebagai pengacara negara
tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (dominus
litis, prosecureur generaal, parket generaal, advocaat
generaal);

b. pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang
memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan
wewenang Kejaksaan dan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh negara; dan

c. menjalankan fungsi eksekutif sehingga pengangkatannya
menjadi hak prerogatif presiden.

2. Mengoptimalkan peran, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan.
Dari perspektif landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis3,
maupun sebagai lembaga peradilan yang menjalankan fungsi
eksekutif niscaya memerlukan penguatan kelembagaan dan
kewenangan yang dimilikinya. Kejaksaan sudah seharusnya
mampu melaksanakan pembaruan dalam berbagai aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama
dalam bidang penegakan hukum untuk mewujudkan jati diri
Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih profesional, adaptif,
dan responsif guna menghadapi dan menyelesaikan berbagai
persoalan hukum dalam masyarakat dan tuntutan zaman yang
berkembang dengan pesat saat ini, juga selaras dengan asas-
asas hukum yang bersifat universal. Untuk itu, Kejaksaan
Republik Indonesia dituntut tidak hanya melaksanakan
fungsinya dengan baik, tetapi juga harus mampu membentuk
jati dirinya sebagai salah satu “institusi pelaksana kekuasaan
negara” yang bebas dan merdeka, bukan sebagai alat kekuasaan
pemerintah.

3. Mengoptimalkan peran, fungsi, dan kewenangan jaksa (SDM
Fungsional Jaksa) sebagai pejabat di pengadilan (magistraat),
pejabat penegak hukum dan tugas publik berkaitan dengan
penegakan Kkeadilan (openbaar ministerie), serta pejabat yang
melaksanakan kegiatan manajerial dalam kaitan penegakan
hukum dan keadilan (officier van justitie); konsolidasi optimal
dari ketiga peran, fungsi, dan kewenangan SDM Fungsional
Jaksa telah dinyatakan pada Pasal 1 dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2021, yang menyatakan: “Jaksa adalah PNS
dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan
melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan
Undang-Undang”. Sejalan dengan amanat pada Pasal 9B dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, diharapkan kondisi ini
dapat menjadi dasar dalam penetapan bahwa SDM Fungsional
Jaksa dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya
sebagai magistraat, openbaar ministrie, dan officier van justitie
yang bersifat “melekat” pada saat SDM Fungsional Jaksa
melaksanakan tugas dan fungsi lainnya,;

Mempertimbangkan perihal di atas, secara kelembagaan
penataan Kejaksaan Republik Indonesia secara holistik dan
integratif akan memberikan implikasi manajerial, antara lain:

1. Perancangan desain struktur organisasi dan tata kelola
Kejaksaan Republik Indonesia secara menyeluruh, terintegrasi
dan bekerja sebagai sebuah sistem dalam interaksi, interrelasi,

3 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia.
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dan interkoneksi dalam hubungan kerja lintas fungsi, unit kerja,
serta satuan kerja, maupun dalam koordinasi dan kolaborasi
antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta
pemangku kepentingan non pemerintah.

2. Perumusan proses bisnis tematik atas penyelenggaraan tugas
dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam
pelaksanaannya melibatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi
inter dan antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta
pemangku kepentingan non pemerintah.

3. Perumusan proses bisnis atas pelaksanaan hubungan kerja
lintas fungsi, unit kerja, serta satuan kerja, baik dalam
hubungan timbal balik yang bersifat horizontal maupun vertikal
antara satuan kerja pusat, satuan kerja di daerah, maupun
perwakilan luar negeri.

4. Penetapan indikator kinerja yang bersifat indikator kinerja
dalam pelaksanaan tugas secara mandiri (stand alone), maupun
indikator kinerja komposit bagi pelaksanaan tugas yang
melibatkan lebih dari satu satuan kerja (sharing responsibility).

Penataan organisasi dalam implementasi Jaksa Agung Muda Bidang
Pidana Militer

Dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Pasal 258C
diatur lingkup pelaksanaan tugas, wewenang, dan penyelenggaraan
fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, serta dengan
pengaturan unit kerja pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana

Militer pada Pasal 35. Berkaitan dengan keberadaan Jaksa Agung

Muda Bidang Pidana Militer, inisiatif kelembagaan yang harus

dilakukan dalam periode waktu Tahun 2020-2024, antara lain

adalah:

1. Penataan struktur organisasi dan tata laksana penyelenggaraan
fungsi pidana militer pada seluruh tingkatan satuan kerja, yaitu:
Kejaksaan Agung, Kejaksaan daerah (Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri), maupun
perwakilan luar negeri.

2. Penataan dan penempatan SDM dalam jabatan struktural
maupun jabatan fungsional, serta SDM dalam basis PPPK guna
memenuhi kebutuhan satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang
Pidana Militer secara menyeluruh.

3. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran sebagai
dasar penyelenggaraan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana
Militer dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

Penataan kelembagaan sebagai tindak lanjut atas UU Nomor 11
Tahun 2021

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
membawa implikasi manajerial dalam bagi penataan kelembagaan
bagi Kejaksaan RI. Secara ringkas inisiatif yang selayaknya
dilakukan dalam kerangka kelembagaan dapat dilihat pada Tabel
3.10.

Pasal

Substansi .
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Lingkup Kerangka Kelembagaan

3 4

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud a. Merumuskan dan mengajukan
dengan: draf Peraturan Menteri
1. .. Pendayagunaan Aparatur Negara
2. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan dan Reformasi Birokrasi tentang
jabatan fungsional yang memiliki Jabatan Fungsional spesifik
kekhususan dan melaksanakan tugas, Jaksa.
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No Pasal Undang-Un dansgu;l)s:ral‘g?ll Tahun 2021 Lingkup Kerangka Kelembagaan
1 2 3 4
fungsi, dan kewenangannya berdasarkan | b. Merumuskan dan mengajukan
Undang-Undang. draf Peraturan Menteri
3. ...dan 4 ... Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi tentang
Jabatan Fungsional NondJaksa
| spesifik Kejaksaan.
| 2. | Pasal 3 | Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan | Adanya Cabang Kejaksaan Negeri,
| kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud | bertambah satu layer instansi
| dalam Pasal 2 ayat (1), diselenggarakan oleh | vertikal
'| Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan
Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.
3. Pasal 6 | Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan | Merumuskan perubahan (terbaru)
diatur dengan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden atas susunan
organisasi dan tata kerja
4. Pasal 7 1. Pembentukan Kejaksaan Tinggi dan | a. Perencanaan pembentukan
Kejaksaan  Negeri ditetapkan  dengan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan
Peraturan Presiden. Negeri, dan Cabang Kejaksaan
2. Dalam hal tertentu Cabang Kejaksaan Negeri Negeri.
dapat dibentuk di daerah hukum Kejaksaan | b. Penyiapan Naskah Urgensi dan
Negeri. Draf Peraturan Presiden bagi
3. Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana pembentukan Kejaksaan Tinggi,
dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Jaksa Kejaksaan Negeri.
Agung setelah mendapatkan pertimbangan | c. Penyiapan naskah urgensi bagi
dari menteri yang menyelenggarakan urusan Cabang Kejaksaan Negeri untuk
pemerintahan di bidang Aparatur negara. dimintakan pertimbangan
kepada Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Sisipan 1. Pegawai Kejaksaan terdiri atas: a. Menyusun naskah  urgensi
Pasal a. Jaksa; dan sebagai pertimbangan rumusan
7TA b. Aparatur sipil negara non Jaksa. lingkup kekhususan SDM Jaksa
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai dan SDM Non Jaksa spesifik
Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat Kejaksaan.
(1) huruf a diatur dengan Peraturan | b. Merumuskan draf Peraturan
Pemerintah. Pemerintah Manajemen Pegawai
Kejaksaan.
7. Pasal Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, | Dapat menyebabkan adanya
8B Jaksa dapat dilengkapi dengan senjata api serta | tambahan tugas satuan kerja yang
sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan | telah ada untuk mengelola senjata
I_ ketentuan peraturan perundang-undangan. api
['8. [ Pasal 1. Penyusunan, penetapan kebutuhan, dan | a. Menyusun konsep manajemen
| 9B pengadaan calon Jaksa, pangkat dan jabatan, SDM dalam basis lingkup
l pengembangan karier, pola karier, promosi, kekhususan SDM Jaksa dan
mutasi, penilaian kinerja, kedisiplinan, dan SDM  Non Jaksa  spesifik
pengawasan untuk Jaksa dilakukan secara Kejaksaan.
terbuka, profesional, dan akuntabel yang | b. Diintegrasikan sebagai muatan
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, pengaturan dalam draf
dan kinerja secara adil dan wajar. Peraturan Pemerintah
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Manajemen Pegawai Kejaksaan.
kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9. Pasal 1. Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki a. Menyusun  konsep  lingkup
11A atau mengisi jabatan:

a. diluarinstansi Kejaksaan;

b. pada perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri;

¢. dalam organisasi internasional;

d. dalam organisasi profesi internasional;
atau

e. pada penugasan lainnya.

2. Pelaksanaan tugas Jaksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
dengan rangkap jabatan sepanjang terkait
dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan
Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dan ayat (2} diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

kekhususan SDM Jaksa yang
mengintegrasikan peran Jaksa
secara ‘melekat’ sebagai:
magistraat, openbaar ministrie,
dan officer van justitie.

b. Penempatan SDM Jaksa di luar
institusi Kejaksaan.

c. Diintegrasikan sebagai muatan
pengaturan dalam draf
Peraturan Pemerintah
Manajemen Pegawai Kejaksaan.
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No Pasal UndangUs dansgulfl)srtsgrsll 1 Tahun 2021 Lingkup Kerangka Kelembagaan
1 2 3 4
10. | Pasal 1. Jaksa Agung Muda diangkat dan | a. Adanya jabatan struktural yang
24 diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa berasal dari prajurit Tentara
Agung. Nasional Indonesia.

2. Jaksa Agung Muda sebagaimana dimaksud | b. Bahwa SDM yang berasal dari
pada ayat (1} diangkat dari Jaksa yang prajurit TNI yang mendapatkan
pernah menjabat sebagai kepala Kejaksaan penugasan pada Kejaksaan tidak
Tinggi. “melimpah” dan berubah status

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat menjadi PNS.

(2) tidak berlaku bagi kandidat Jaksa Agung | c. Diintegrasikan sebagai muatan
'Muda Bidang Pidana Militer yang berasal pengaturan dalam draf
dari prajurit Tentara Nasional Indonesia. Peraturan Pemerintah
11. | Pasal Pada Kejaksaan dapat ditugaskan Aparatur Sipil Manajemen Pegawai Kejaksaan.
29 Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau

pejabat lain yang tidak menduduki jabatan

Jaksa, serta yang diangkat dan diberhentikan

oleh Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

12. | Pasal Dalam pemulihan aset, Kejoksaan berwenang | a. Penyusunan naskah urgensi
30A melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, perluasan lingkup kewenangan,
dan pengembalian aset perolehan tindak pidana tugas dan fungsi pemulihan aset
dan aset lainnya kepada negara, korban, atau oleh Kejaksaan, dan pengusulan
yang berhak. peningkatan status menjadi
Badan Pemulihan Aset (BPA).
b. Perumusan  draf Peraturan
Presiden pembentukan dan
I rumusan organisasi dan tata
kerja BPA.
13. | Pasal Selain melaksanakan tugas dan wewenang | Adanya penambahan tugas dan
30C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal | wewenang, dapat berimplikasi pada
30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: perluasan tugas unit kerja dan
a. menyelenggarakan kegiatan statistik penambahan target kinerja.
kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
b. ... sampaidengani...
14. | Pasal Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, | a. Perumusan proses bisnis tematik
33 Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan pelaksanaan tugas dan
komunikasi dengan: wewenang  Kejaksaan  yang
a. lembaga penegak hukum dan instansi melibatkan instansi lainnya.
lainnya; b. Perumusan tata hubungan kerja
b. lembaga penegak hukum dari negara lain; pelaksanaan tugas dan
dan wewenang  Kejaksaan  yang
c. lembaga atau organisasi internasional. melibatkan instansi lainnya.
Tabel 3.10 Penataan Kelembagaan sebagai Tindak Lanjut atas UU Nomor 11
Tahun 2021
3.4.4 Penataan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang pada tingkat

satuan kerja

Untuk periode pelaksanaan Tahun 2020-2024, kerangka
kelembagaan dalam lingkup penataan efektivitas pelaksanaan tugas
pada tingkat satuan kerja dilakukan dalam 4 (empat) fokus

kegiatan, yaitu:
penataan satuan kerja di daerah;
penggabungan Kejaksaan Negeri;

aooe

penataan struktur jabatan dan postur SDM Kejaksaan; dan
pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan tingkat kepatuhan

dan/atau indeks kinerja yang relevan dengan lingkup tugas
masing-masing satuan kerja dan/atau penyelenggaraan fungsi.
Secara ringkas masing-masing fokus dapat diuraikan pada bagian

berikut.
Penataan satuan kerja di daerah

Untuk meningkatkan layanan publik dalam penyelenggaraan
mandat Kejaksaan di daerah dilakukan pemetaan kelengkapan
satuan kerja Kejaksaan yang dipersandingkan dengan keberadaan
pemerintahan daerah sebagaimana dalam Tabel 3.11
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Pemerintah Daerah

Satuan Kerja Kejaksaan di Daerah

Kejaksaan Kejaksaan Cabang
Tinggi Negeri Kejaksaan Negeri

Provinsi 37 33 - --- |
Kabupaten 415 '
Kabupaten 1 |
Administrasi
Kota 93 ol4 435
Kota 5
Administrasi

Tabel 3.11 Persandingan Pemerintahan Daerah dengan Satuan Kerja

Kejaksaan

Tampak dalam Tabel 3.11 bahwa masih terdapat kesenjangan
sebanyak 4 (empat) satuan kerja Kejaksaan Tinggi, selain
disebabkan karena belum terbentuknya Kejaksaan Tinggi pada
Provinsi Kalimantan Utara, berkaitan pula dengan adanya kebijakan
pengembangan 3 (tiga) provinsi baru, yaitu: Provinsi Papua Selatan,
Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Namun demikian target
pembentukan Kejaksaan Tinggi dalam periode Tahun 2020-2024,
difokuskan untuk pembentukan Kejaksaan Tinggi pada Provinsi
Kalimantan Utara, sebagaimana dikemukakan pada Tabel 3.12.

Sedangkan untuk melengkapi pelayanan pada pemerintahan
tingkat kabupaten/kota masih diperlukan pembentukan 79 (tujuh
puluh sembilan) satuan kerja Kejaksaan Negeri. Dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2021, pada sisipan Pasal 7A dinyatakan
bahwa pembentukan satuan kerja pada tingkat Kejaksaan Tinggi
dan Kecjaksaan Negeri ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
Memperhatikan kondisi di atas dapat dikemukakan bahwa kerangka
kelembagaan pada tingkat satuan kerja di daerah dalam periode
tahun 2020-2024 adalah pembentukan 1 (satu) Kejaksaan Tinggi,
dan 79 (tujuh puluh sembilan) Kejaksaan Negeri, yang akan
dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dalam Tabel 3.12.

Rencana Pembentukan Satuan Kerja
Satuan Kerja Kebutuhan
2020 2021 2022 2023 2024
Kejaksaan Tinggi 1 — 1 - -- -
Kejaksaan Negeri 79 15 16 16 16 16

‘Tabel 3.12 Rencana Pembentukan Satuan Kerja di Daerah

Perlu diperhatikan bahwa pembentukan Kejaksaan Tinggi
maupun Kejaksaan Negeri, dalam kerangka regulasi perlu
dilengkapi dengan naskah urgensi dan penyiapan draf Rancangan
Peraturan Presiden.

Penggabungan Kejaksaan Negeri
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia,
kedudukan Kejaksaan Negeri adalah di ibu kota kabupaten/kota
sementara masih ada beberapa satuan kerja Kejaksaan Negeri yang
berkedudukan di 1 (satu) Kabupaten. Untuk pelaksanaan periode
Tahun 2020-2024 akan dilaksanakan penggabungan satuan Kkerja
setingkat Kejaksaan Negeri, sebagai berikut:
1. Pada Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Kabupaten
Banyumas, dilakukan penggabungan atas Kejaksaan Negeri
Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Banyumas.
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2. Pada Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di kota Surabaya,
dilakukan penggabungan atas Kejaksaan Negeri Surabaya dan
Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

3. Pada Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Kabupaten Deli
Serdang, dilakukan penggabungan atas Kejaksaan Negeri Deli
Serdang dan Kejaksaan Negeri Belawan.

Dalam  kerangka  kelembagaan tindak lanjut atas
penggabungan satuan kerja harus diikuti dengan beberapa inisiatif,
antara lain: (a) penataan struktur organisasi dan tata laksana, (b)
penataan dan penempatan SDM dalam jabatan struktural maupun
jabatan fungsional, dan (c) penyusunan rencana kegiatan dan
anggaran sebagai dasar penyelenggaraan fungsi dalam pelaksanaan
tugas dan wewenang.

Penataan Struktur Jabatan dan Postur SDM Kejaksaan

Penataan struktur jabatan dan postur SDM Kejaksaan
dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai kebijakan yang
ditetapkan, antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang memerintahkan
penghapusan jabatan struktural eselon III, IV, dan V.
Selanjutnya berdasarkan kajian dan analisis internal Kejaksaan
RI, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta tanggung
jawab, Kejaksaan RI tidak menghapus unit eselon III pada
seluruh satuan kerja Kejaksaan RI. Mengingat Eselon III pada
satuan kerja daerah, khususnya pada satuan kerja Kejaksaan
Negeri adalah pimpinan satuan kerja yang juga sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran serta sebagai anggota Forkopimda (Forum
Koordinasi  Pimpinan Daerah). Sehingga dalam  hal
penyederhanaan struktur Kejaksaan RI hanya mengusulkan
penghapusan jabatan Eselon IV dan Eselon V.

2. Pada satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana
Khusus, terdapat penambahan Direktorat baru setingkat eselon
Il yang menangani HAM berat.

3. Pembentukan satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana
Militer (Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021), yang secara
vertikal memerlukan penataan struktur dan postur SDM pada
Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Implikasi atas penerapan kebijakan tersebut di atas secara
langsung berpengaruh pada postur organisasi, khususnya dalam
struktur jabatan atau peta jabatan, maupun postur SDM baik dalam
kuantitas, kualifikasi, maupun penyebaran pada satuan Kkerja
Kejaksaan Pusat, satuan kerja di daerah, maupun perwakilan di
luar negeri.

Sgritf(iflalgl* dxscdia Kebutuhan Kesenjangan
Eselonl A 9 9 0
EselonI B 6 T 6 0
Eselon II A 78 70 6
Eselon Il B 51 49 3

Eselon III A 458 444 14
Eselon 1II B 576 573 3
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Jabatan
Struktural*
Esclon IV dan

Eselon V* 9117 10353 -1236
Jumlah
Jabatan

Struktural 10295 11506 -1211

Catatan (*)

1. Merupakan kondisi dengan penerapan kebijakan: Penerapan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2021, pembentukan Direktorat HAM, dan pembentukan Jaksa Agung Muda
Bidang Pidana Militer.

2. Eselon IV dan Eselon V di lingkungan Kejaksaan RI masih eksisting, dengan
alasan:

a. Jabatan Eselon IV yakni jabatan pengawas, masih diakui dalam UU ASN;

b. Masih adanya kebutuhan organisasi pada jabatan Eselon V sebagaimana
hasil Anjab dan ABK Kejaksaan Republik Indonesia yang tertuang dalam
Keputusan Jaksa Agung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan
Kejaksaan Republik Indonesia.

Tabel 3.13 Postur Organisasi Dalam Jabatan Struktural

Tersedia Kebutuhan Kesenjangan

Atas pemenuhan postur organisasi dalam jabatan sebagaimana
dalam Tabel 3.13 di atas, maka diperlukan pemenuhan postur SDM
aparatur non struktural, baik untuk SDM Jaksa maupun SDM non
Jaksa, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.14 berikut.

Kebutuhan
Kejaksaan Republik Tersedia Kebutuhan Kesenjangan
Indonesia*
(1) (2) (3) (4)
SDM Jaksa 7226 9572 -2346
SDM Non Jaksa 13912 99648 -85736
Jumlah SDM Non 21138 109220 -88082
Struktural
Catatan (*)
Merupakan kondisi dengan penerapan kebijakan: Penerapan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021,
pembentukan Direktorat HAM, dan pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana
Militer.

Tabel 3.14 Postur SDM Aparatur Non Struktural

Meningkatkan Kinerja Kelembagaan dengan Kepatuhan dan
Pencapaian Indeks Kinerja

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa dalam
reformasi birokrasi dan tata kelola, pencapaian sasaran pokok ke
depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai
berikut:

1. penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan
manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit
ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan
fungsional;

2. penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan
kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE
terintegrasi;

3. reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan
implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan




: Hasil Antara :
1 (10%)
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reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta
reformasi sistem perencanaan dan penganggaran; dan

4. transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik
berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan
masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem
inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

Sebagai referensi penyelenggaraan reformasi birokrasi bagi
kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah telah ditetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Selanjutnya sebagai
kelengkapan penilaian kinerja lembaga pemerintah dalam
penerapan reformasi birokrasi telah diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara garis besar dapat dilihat
pada Gambar 3.2 bahwa basis penilaian kinerja lembaga pemerintah
diukur melalui indeks pencapaian yang berkaitan dengan berbagai

Akuntabilitas Kinerja
dan Keuan p—y
SO 05%

i Kualitas Pelayanan Publik
1 |_' L{E 40 Eg .'f;'“"".

" indeks
/| seee |

y
7' indeis Arip
ndels 7).

" indeks 0 indeks il
X : | Pengelolaan | Pengelolaan g.
= s i\ Keuangan . Aset ..

............................................................................................................

Gambar 3.2 Area Perubahan dan Aspck dalam Reformasi Birokrasi

Berkaitan dengan hal tersebut pada periode Tahun 2020-
2024, pengukuran kinerja Kejaksaan Republik Indonesia akan
menerapkan penilaian kinerja berdasarkan kepatuhan’yang selaras
dengan area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
yang pencapaiannya diukur melalui berbagai indeks kinerja yang
relcvan bagi setiap aspek yang terkait dengan peran dan fungsi
dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pada seluruh satuan kerja
di pusat, di daerah, maupun pada perwakilan luar negeri. Dengan
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, pada Tabel 3.15
menampilkan berbagai indeks yang berlaku bagi pengukuran
kinerja institusi pemerintah secara nasional.
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No Area Perubahan Indikator
1. | Manajemen Perubahan 1. Indeks Kepemimpinan Perubahan
2 Penataan Peraturan Perundang-Undangan/ | 2. Indeks Reformasi Hukum
Deregulasi Kebijakan 3. Indeks Kualitas Kebijakan
3. | Penataan Organisasi/ Kelembagaan 4. Indeks Kelembagaan
4. | Penataan Tata Laksana S. Indeks SPBE
6. Indeks Pengawasan Kearsipan
7. Indeks Pengelolaan Keuangan
8. Indeks Pengelolaan Aset
9. Indeks Pemerintahan Daerah
5. | Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia 10. Indeks Profesionalitas ASN
11. Indeks Merit System
12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN
6. | Penguatan Akuntabilitas 13. Nilai SAKIP
14. Indeks Perencanaan
7. | Area Pengawasan 15. Maturitas SPIP
16. Kapabilitas APIP
17. Opini BPK
18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan
Jasa
8. | Area Pelayanan Publik 19. Indeks Pelayanan Publik
20. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.15 Indeks Kinerja dalam Implementasi Reformasi Birokrasi

Selain indeks yang diukur pada tingkat satuan kerja, dan
tingkat institusi Kejaksaan Republik Indonesia, secara agregat
nasional Kejaksaan Republik Indonesia juga berkontribusi pada
pencapaian Kkinerja berkaitan dengan pembangunan bidang
penegakan hukum nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam
RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu: Indeks Pembangunan Hukum
(IPH), dan Indeks Akses terhadap Keadilan/Access to Justice Author
(A2J), serta indeks lain yang merupakan ratifikasi dari peraturan

maupun standar global.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja
Target Kejaksaan Republik Indonesia dalam RENSTRA 2020-2024
berupa hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator
Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja
Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Terdapat 2 (dua) program yang
akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon satu dan jajarannya. Ketiga
program tersebut yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen
Program Dukungan Manajemen didukung untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kejaksaan. Sasaran program ini

merupakan turunan dari sasaran strategis nomor 1, 2, 5, dan 6 yaitu

meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

yang berintegritas, meningkatnya pengembalian aset dan kerugian

negara, meningkatnya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan Republik

Indonesia berbasis teknologi informasi sesuai IT Masterplan Kejaksaan

Republik Indonesia yang juga merupakan turunan dari tujuan nomor 1,

2, 5, dan 6 yaitu meningkatnya kualitas SDM aparatur Kejaksaan

Republik Indonesia, meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan Republik

Indonesia dan integritas aparatur Kejaksaan Republik Indonesia,

meningkatnya upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara,

meningkatnya kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia berbasis

teknologi informasi. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan

terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya,

peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kejaksaan Republik

Indonesia, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur

Kejaksaan Republik Indonesia, pendidikan dan pelatthan aparatur

Kejaksaan Republik Indonesia. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa

kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
dan Kerja Sama Hukum.

b. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan
Republik Indonesia.

c. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara
Bukan Pajak Kejaksaan Republik Indonesia.

d. Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan
Tata Laksana, Pengelolaan Data serta Pemantauan dan Evaluasi.

e. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan
Republik Indonesia.

f. Kegiatan Pelayanan Ketatausahaan Kejaksaan Agung, Pimpinan,
Kerumahtanggaan, Keamanan, dan Kesejahteraan Pegawai.

g. Kegiatan Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi.

h. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Republik
Indonesia.

i. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait
Perkara.

j. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Kejaksaan Agung,
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.
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k. Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas yang Sudah

Tidak Memadai karena Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak

Ringan.

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja Baru.

m. Melaksanakan  Kegiatan Pengadaan Kendaraaan Bermotor
(operasional, mobil operasional, mobil tahanan, dan sepeda motor

—
.

dinas).

n. Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi.

0. Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Fasilitas
Perkantoran.

p. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan di Bidang Kepegawaian dan

Tugas Umum, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus

serta Perdata dan Tata Usaha Negara.

Melaksanakan Kegiatan Pengawasan di Bidang Keuangan.

Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat.

s. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh
Kejaksaan Tinggi.

t. Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Manajemen dan Kepemimpinan.

u. Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Teknis Fungsional.

0

. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk
menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kejaksaan. Sasaran

program ini merupakan turunan dari sasaran strategis nomor 3, dan 4

yaitu Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan

Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, yang

juga merupakan turunan dari tujuan strategis nomor 3, dan 4, yaitu

Meningkatnya Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Meningkatnya Optimalisasi

Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak

Pidana. Program ini mencakup Penyelidikan /Pengamanan/

Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud Hukum dan

Hankam, Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Program

Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan

Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak

Pidana Pencucian Uang, serta Pelanggaran HAM yang Berat, dan Program

Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

a. Melaksanakan Penyelidikan /Pengamanan/Penggalangan
Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial,
Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, antara lain berupa
kegiatan:

1) penyelidikan kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi;

2) pengawasan peredaran barang cetakan;

3) pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang dapat
membahayakan masyarakat dan negara;

4) pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama,;

5) pengawasan orang asing;

6) pengamanan kebijakan penegakan hukum; dan

7) melakukan pemantauan serangan siber.

b. Melaksanakan Kegiatan Dukungan Intelijen Terhadap Tugas Dan
Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, berupa:




e

-
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1) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum
yang mendukung pemberdayaan hukum bagi masyarakat;

2) melaksanakan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (dengan sasaran:
sekolah dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi,
Madrasah, Pondok Pesantren); dan

3) melaksanakan kegiatan Jaksa Menyapa (melalui media massa,
media sosial, dan elektronik].

Melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis;

1} melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis di
tingkat pusat;

2) melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis di
tingkat daerah.

Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara

tindak pidana umum tahap prapenuntutan

Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara

tindak pidana umum tahap penuntutan

Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara

tindak pidana umum tahap upaya hukum dan eksekusi

Melaksanakan kegiatan tindak lanjut laporan dan pengaduan

masyarakat

Melaksanakan kegiatan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi

dan tindak pidana pencucian uang

Melaksanakan kegiatan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi

dan tindak pidana pencucian uang serta perkara pelanggaran HAM

yang berat

Melaksanakan kegiatan prapenuntutan perkara tindak pidana

korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus

dan tindak pidana pencucian uang serta perkara pelanggaran HAM
yang berat

Melaksanakan kegiatan penuntutan perkara tindak pidana korupsi

dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindaj

pidana pencucian uang, serta perkara pelanggaran HAM yang berat

Melaksanakan kegiatan upaya hukum dan eksekusi perkara tindak

pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana

khusus dan tindak pidana pencucian uang serta perkara pelanggaran

HAM yang berat

. Melaksanakan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur

pidana khusus

Melaksanakan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak
pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana
khusus dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi
informasi

Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara
perdata

Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tata
usaha negara

Melaksanakan kegiatan pemberian pertimbangan hukum
Penjabaran lebih lanjut terkait sasaran dan indikator masing-masing
program dan kegiatan terdapat dalam matriks kinerja dan pendanaan
Melaksanakan koordinasi penyidikan perkara koneksitas
Melaksanakan penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas
Melaksanakan putusan pengadilan perkara koneksitas
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4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Renstra
Tahun 2020-2024 merupakan pemenuhan kebutuhan pendanaan yang
dapat digunakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian
mandat kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia dalam memenuhi target
Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain pendanaan
yang bersumber pada APBN dalam bentuk rupiah murni, pendanaan bagi
pelaksanaan program dan kegiatan juga dapat menggunakan sumber-
sumber pendanaan kreatif Non APBN atau dalam bentuk creative financing
yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, baik dari aspek
sumber perolehan pendanaan maupun dari aspek penggunaan atau
pemanfaatan pendanaan. Secara umum sumber-sumber pendanaan yang
dapat menjadi potensi pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan,
antara lain: (1) Rupiah Murni, (2) Pendamping Rupiah Murni, (3) Pinjaman
Dalam Negeri, (4) Pinjaman Luar Negeri, (5) Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP), (6) Dana BLU, dan (7) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Perlu
dikemukakan bahwa pemanfaatan sumber-sumber pendanaan tersebut
akan dilakukan melalui kajian dan analisis baik dari perspektif kepatuhan
terhadap peraturan-perundang-undangan, konflik kepentingan (conflict of
interest), maupun dari aspek manajemen risiko yang dapat menjamin tidak
adanya potensi menimbulkan kerugian negara baik dalam jangka pendek,
jangka menengah, maupun jangka panjang.

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran
strategi program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah
ditetapkan sebagaimana terlampir dalam matriks target dan pendanaan.
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BAB V
PENUTUP

Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 merupakan
dokumen yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S Tahun
2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Tahun 2020-2024, sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik
Indonesia dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024.

Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 ini disusun
sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan
Republik Indonesia, selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kejaksaan Republik Indonesia dan evaluasi
terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis Kejaksaan Republik
Indonesia.

Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 ini juga
digunakan sebagai pedoman bagi pejabat Eselon I di Kejaksaan Agung (para
Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan), Kepala
Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan
Negeri untuk menyusun Renstra di masing-masing satuan kerja.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

I

BURHANUDDIN
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LAMPIRAN II

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2020-2024

MATRIKS TARGET DAN PENDANAAN RENSTRA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

Program/Kegiatan

ATV
I

ST

Program (O /8 Kegi

Alokaal |[daiam Juts raplah)

2024

Unit Organisasi Polaksana

2020 | = 2021 2022
.' To70074 WI‘WH ,m DI0:15T I

om0 |

F-u‘;wn Hirmiegs |

Indlimtor Kinerja Sasaran Strategs 1:

Persentase aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki sertifikat
kompetensi dan/atau keahlian

30

40

Badan Pendidikan dan Pelatihan serta Biro Kepegawaian

Shsaran Suntegi 1
Moninghatoyn Aktntebilites dan | A
| indatiesia

Hepublik

Indikator Kinerjs Sasaran Strategis 2:

Persentase nilai maruritas SPIP Kejal p

80

90

100

Persentase nilai SAKIP Keji Republik Ind

80

85

87

95

Persentase berkurangnya laporan pengaduan masyarakat terhadap aparatur
Kejaksaan Republik Indonesii

40

55

75

S0

Jaksa Agung Muda Bidung Pernbinuan dan Jaksa Agung
Muda Bidang Pengawasan

[Faminn Siriegs 3
T deiu Upaye F Tindak Pidnna Koraps

Indikator Kinetln Sasaran Strwiogis 3!
Persentase kegiatar: yang mendukunyg upaya pencegahun tindak pidana
korupsi

70

75

B

90

Jakss Agung Muda Bidang intelifen

Susaran Stategy 4
i Febertinndl Jessadan Perhiang Tindsk Pidana

Indikator Kinerja Sesaran Striiegls 4:

Persentase pemriesalan perkara tinfak pidana umum yang mempunyai
kekuatan hukum tetap dan telah dieksekust

92

97

99

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

Persentase penyelesajan perkara tindak pidana khusus yang mempunyai
kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi

70

75

80

85

90

Juksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

|Fmaamn Stwtegn 5
Meningkatnyn Pengembalian Aset dun Xeruginn Negara

Indikator Kinerja Sasaran Stralegis 5.

Persentase peny 1 dan yalian kerugian negara melalui jatur

pidana

75

78

80

82

85

Pusat Pemulihan Aset

Persentase penyelamatan dan pengemtmlian kerugian negara melslul jalur
perdata

75

78

80

82

85

Jakss Agung Muda Bidang Perdata dan Tats Usaha Negara

fasmtnn Stratain 6 _
rerwy Optimlisanl ihietia Ap K

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6:

Persentase satuan kerja Kojak Republik yang berhasil
menerapkan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi

65

67

70

75

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Badan Pendidikan
dan Pelatihan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan
Cabang Kejaksaan Neger:




- 77 -

Target Aloknai (dalam juts rupinkh]
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

Unit Organisasi Pelaksana

Program/Kegiatan 8 Program (O e}/ S Kegi (Output)/ Indikator Lokasi

i1 .
e Pomer A fuan GO P UM das
Kusrititan, 50N &t Frpublik Darrh
Indikator Kinerja Program 1:
Persentasc SDM Kej 1 Republik Inid in yang telah memiliki sertifikat _
sesuai standar kompetensi 25 35 50 75 85
Persentase pejabat strukiural sesuai kempetensi 50 65 75 85 95 Jakse Agung Muda Bidarg Pembinaan (Biro Kepegawaian),
= Jaksa Agung Muda Bidan, e , Badan Pendidi}
Persentase satuan kerja yang telah memenuhi jumiah SDM sesuai kebutuhan 50 60 70 80 90 dan Pectinon, Kejal g "Ir‘inggi, e Negeri. don
Tndeis profe litas ASN Kejal Republik Ind 70 80 85 Cabang Kejaksnan Negert
Indeks NSPK manajemen ASN (Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022) B N 80 85 90
itk AT [ e ki N [ gan
Indikator Kinerja Program 2: Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Pcnncanaan].
Indikator Kinerjs Pelaksana Anggaran (IKPA} - - 93,70 93 95 :l‘a.ksa P:lxuli},xg Muga Bidang ¥ ; Badan Pe
an t i . Kej h A
Samarin ogrun 3; F Plsit dan Cabang;eja?:;mn Negeri fines egerh den
M e Ejali Elrokmai Keihossan R Dol
Indikator Klnerfa Program 3:
umlah satuan kerja vang ditetapkan sebngal satuan leerin WBK/WBBM 20 30 45 69 70
Basmaran Program 4; Pt dany
gk Hasini Kinerh: Sl lerhaala Tl Proe=rall
Indikator Kinerja Program 4: Jaks'; Agung Muda Bidang Pembinaan (Pusat Data Statistik
Persentase kegiatan yang disclesaikan sesual dengan IT Masterplan Kejaksaan 14 30 50 75 95 Kriminal dan Teknologl Informasi), Badan Pendidikan dan
Tubun 2020-2024 Pelatihan, Kejaksaan Tingg}, Kejaksaan Neger!, dan Cubang
Kejaksaan Negeri
Enu-n Prommn 5: Priset dan
u ek Preryel dan Periiuiling Aset Diasraki
Iniikaitr Kinerja Program 5: Jakse Agung Muda Bidang Pembinaan {Pusat Pemulihan
Persentasc penyelesaian penyelamatan aset negara 85 87 90 92 95 Aset), Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejuksaan Negeri
Gasarun Progras & = o . Plbat dan
ik K ¥ togun T Pe Dacrah
Petiyel detey Pernelitian Anct
Indikator Kinetja Program 6:
Sasaran Program 7. Pusat dan
Menlnglmi nya Kualitas Layanan Hukum dan Hubungan Luar Negori Dagrah
Indibeator inets Progrom T:
Persentasi penerbitan regulasi dan peleyanan hukum yang tepat waktu - - 80 90
pe P Jaksa Agung Muda Bidang Pcmbmaan (Bim Hukum dan
- : i . Hubungan Luar Neger) K Tin; Kej
3 ki ternasion - 90 95 & ge: L
L’;m:s keberhasilan terjalinnys  kerja sama  interna al  dan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri ’
[Fasmrun Prograen 8:
(Meninglounyn Kuwnitites dan Kualitas  Serana dan Pressmmon sang
'.- uk i i m
Indikator KinerJa Program 8: Jaksa Agung Muda Bidang Pembi {Birn Perieng} 1
Meningh § dan kuali sarana dan prasarana yang 50 60 70 80 ) dan Biro Umum) Kejaksaan Tinggil, Kejaksean Negeri, dan
ful kinerja Kejal Republik Ind Cabang Kejaksaan Negeri
Sanaran Progrun &
ek Terthh Petyeienggurmsan Tits Keloly Aset
Indikator Kinerja Program 9: Jaksa Agung Muda Bndang Pembinaan (Pusat Pemulihan
Indeks pengeloiaan aset - 273 3.00 3.20 3.5 Aset), Kejak Tinggi, Kej n Negeri, dan Cabang
Kejaksaan Negeri
Basran Progmm 107
frningk Tertid Penyoieagenraun Pengndann. Barmng Den Jasa
Pranepintan
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Pr Kegiat: Pr Ou ¢/ Kegl Ou Indikator Lokasi _ Target Aloka] (dalasm futa rupia]
ogram/Kegiatan ogram { (Outputi/ 3020 | 2021 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Unit Organisasi Polaksana
Indikator Kinerja Program 10
Tl 3 = 50 55 M Eifany Pembininn ]
Sasarin Progrum 11: Prasst idnn
Aiabmal Al il ) ) " R Daerah
Indikator Kinerja Program 11
(ipini Hasil Pemeriksaan BPK RI WTP WTP WTP WTP WTP Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kejiksaan Tingsf,
Hasil Penilaian SAKIP dari K ian PAN RB B BB BB A A
{Femurnn Program 12: Pt dnn
Mon I Aparstur Kfoksunn Repubilk lndonesin Uneralt
Indikator Kinerja Program 12 Jaksa Agung Mude Pengawasan, Kejeksean Tinggi,
Kejeksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
Jumiah ASN Krjaksaan blik Indonesia atuhi hukuman n 300 250 200 150 100
Program 13: Plnutdan
wwmp dalam Benjgiwasin Intern Dacrah
Indikator Kinerja Program 13 Jaks: Agung Muda Pengawasan, Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
Indeks kapabilitas APIP (IACM} - - - 3 3
| Sasnran Program 14:
Efektivi Praktik Pe: dal Intern pada Kejaksaan
Indikator Kinerja Program 14,
Indeks maturitas SPIP 4 H - Level Level 3 Jaksw Agung Muda Pengawasan, Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negerl, dan Cabang Kejaksaan Negeri
B Prognm 15
Tersel Republik Ind ia sebagai Zona lnmgritas
Memuju W{ﬁqﬂh Bebas dari Korupsi (WBK] dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Malagrani (WEEM)
it iSiserii -
Persentase satuan kerja yang dxtetapkan sebagai satuan kerja WBK/WBBM - - 60 70

Jaksa Agung Mude Bidang Pembinaan (Blro Perencanaan)
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan
Negeri

Indikator Kinerja Keglatan:

Jumlah layanan penelashan, perancangan perundang-undangen dan

Em Hukum dan Hubungan Luar Negeri serta Prrwililan

pertimbangan hukum k Republik Ind ia df Luar Negeri
(Jumlah layanan kerjasama hukum dan hubungan luar negeri 1 1 1 1 1
{umlah layanan perp J dan dok i hukum 1 1 1 1 1
Jumlah layanan hukum pada perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di 1 I 1 1 1
luar
Jumlah lsyanan perkantoran perwakilan Kej Republik Ind ta di 1 1 1 1 1
luar negeri
w dan Pengeiol Kepegawanlan 1) Pt

w Regni
Indikator Kin i BiroKepegawaian
Al 1 1 1 1
L Ly b 1. 1 i [

unilah an kej tun dan mutasi 1 1 1 i

umiah laynnan berhentian dan porisiun 1 1 1 1 1
fAngaran Fegiaumn: . ; Pisat

Ke Iemtimna ikmatirn R

Indikator K& SOt

Jumlah luyanan pecbenidaharaan




5 . \ Target “Alokaal [datus Juta ro
Program/Kegiatan Program (Ou 3/ Keg (Output)/Indikator Lokasi F7) TaT T ST . onT 5533 plab] =555 Ty Unit Organisasi Polakeana
Jumiah layanan peapatin dan plutung negies 1 ] 1 1 1
Jumlah laprrnn pel kegintan pengginean angnan PNBP 1 1 1 1 1
Jumiah la: akuntansi dan inunn 1 1 1 1 1
{Layunan umum Wruangan 1 1 1 1 1
toran 1 1 1 1 1
it P Rellermian Blroliraal Kejal Py .
Indikmor Kineriu Keglutun: [ Biro Perencanaan
Jumlan lnvinan pengoiolaan data 1 1 1 1 1
Jumleh laysnan geiyusunan rencana unpgumn dan progm ket 1 1 1 1 1
Jumlah layenun pemantauan dan evaluasi 1 1 1 1 1
[Jumlah laynnan organisesd dan teta laksana 1 1 L 1 1
Jumlah layanan reformasi birokras{ 1 1 1 1 1
Persentase satuan kerja Kejab Republik Ind in yang d 35 40 50 70 80
h i g diny Jusn,
Mumwmwmm mﬂmmw Pusi
Negam 1l Linghkungan Kelhksan e I ceitnin |
Indikator Kinryja Regutan:
Tumliah lnvanan kegiatan analisis kebutuhan 1 1 1 1 1 o Perlengkepan
Jumlah jn 1 1 1 1 1
(Jumlah leymnn lolaan millk 1 1 1 1 1
LJumlah la rlmantorn 1 1 1 1 1
mw Pelayanan Hetstiusahunn Julom Agang, Wil Jaksa
Sial ABl, dun Kemmanan Pmpinen, Kestatin, sl
n-mm dan Pembinin Rubanil, Serta Kerumah Tangoan
Indikator Kinetin Kegitar:
Jumlah tata usaha umum dan % 1 1 1 1 ] Biro Umum
tokol dan mpinan 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
Jumlah luvanan kesehatan dan pembinaan rohani 1 1 1 1 1
dranan keseh
Jumlah Liysnan rumah tangge 1 1 ! 1 1
[Jumiah la; AteRn 1 ] 1 I 1
mmw Dutu, Stutistik Krminal sera Penempon Pumst
dan Wm
ndika!nr Kinetjn gt
[Jumlah lsynian peagrioiaan data dan statisil krimital 1 1 1 1 1 Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknolog Informasi
Jumiah la dan tekn informasi 1 1 1 1 1
Ji O 1 1 1 1 1
Persentase satuan Kkerja yang menggunakan CMS delam rangka 25 50 60 70 80
implementasi SPPT Tl
lndikator Kinetja Kegl A
.tumlah layanan program dan evaluasi . - 1 1 1 Pusat Penelitian dan Pengembangen




Program (O Kegiatan (Output}/ Indikator

Unit Organisasi Pelaksana

%Egﬁ e&.!l.:ﬁuw
EE&E:&&!?%;

_ ndikator E Reghatan:

Jumlah laporan pemeliharean barang bukti dan penyelesalan barang 12 12 12 12 12 Jaksa Agung Muda Pembinaun, Kejaksaan Tinggl,
rampasan Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
Jumiah du j Eselon | 1 1 1 1 1
JJumlah 1 1 1 1 1

Layanan pemeliharaan dan implementast sistem informasi pada seluruh 1 1 1 1 1

satuan kerja Kej Republik Ind
Jumlah kantoran 1 1 1 1 1

Sasaran Kegiatan.

Zn:iw_ﬂﬁwm ;:B_mr Gedung Kantor, ?::m: UEww Kendaraan Pusar dan

Pengolah Data dan K Perlengkapan dan Daerah

mmu.znwm _uo:SEoBs yang Z..Emne.

Indikator E E

Persentase Egnosﬁn&_drpcn_ﬁa 50 60 70 80 90 xam.anw: Agung, Badan Pendidiknn tisn .unf:.-_!r
Persentase rumah dinas vizig direhabilitasi 50 60 70 80 90 Tinggi. Kejak Megest, dian Cabwng Kefal

kantor satuan ker bary 5 10 15 20 25 z&«:
50 60 70 80 90

Persentase prnmdanr mobil tahanan _ 50 60 70 80 90

Persentasce Eﬁ mmm motor dintasg 50 60 70 80 90
[Perscntase pengdann perungdint poigoluh data dan komunikesl = 50 1 80 %

Persentase an dan fasilitas toran 70 75 80 85 90

Basarnn Kegmban:

Pembengunan Semua Unsur Kenkes & 5 Pusat

Undangan (& yang Ditrtaplean oleh Jaliss Agung

Indikator K|

umlah leporan vn:wmncmn masyarakat yang ditindaklanjutl dan 12 12 Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Kejaksaan Tinggi,
diselesaikan tethadap penyalahgunaan wewenang pada wilayah i Kejaksaan Negeri

Haseran E i
gﬂ- isan atas f _, SuTe 2‘!&: dan Pusat

Erﬂ-lﬂ. e
| .._u___!'n i Kebfalosarin yang Ditetapian .o.%‘-p.‘g
|Indikator E Kegintan: i
:.:Em.: laporan pengaduan yang diti juti dan 12 12 Jaksa Agung z:ﬂmmdm_ﬁ Pengawasan, Kejaksaan Tinggi,
ikan terhadap pernyalah g pada wilayah [I Kejaksaan Negeri




Program/Kegiatan

Unit Osganisasi Pelaksana

manys Kagintan abits Peluicsanann Tugas Rutin dan Pueat
Mum&wu Unar i Ber g
undangan don Kebiwicsnaan yang Ditsmplan oleh Jakss Agurig
Indikator Kinerja Kegistan:
\{ulm.uah" laporan pcngaduan masyarakat vang diqnda.klanjuti dan 12 12 - Jakse Agung Muda Bidang Pengawasan, Kejaksaan Tingg,
terhadap pe g pada wilayah III dan Kejaksaan Negerl,
Sasarn lqimn
mu Tugan Rutin dan Pusat
hangunan Semun Losor b _: i Parturan 2
ma_n Kebdjubomsstytan um;im olah.m:mn‘
[Tndikator Kinerja Kegnatan.
\fumlah  laporan p d yang ditindaklanjuti dan Jaks Agung Mudn Biding Prrgawasan, Kejaksaan Tingg,
diselesaikan  terhadap penyalahgunaan weweneng pade wilayah 1V 12 12 - dan Kejaksaan Negeri

"I\nwumm xw ﬁmm m Tugas Ratin den
mmun mm yung titetipkan oleh Jalowm. Mmi
!lndlkator Kinerja Reglatan:
Jpnr‘nlah' laporan pengadulm masyarakat vang diti ndaklanjutl dan 12 12 & - Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Kejaksaan Tinggi,
terhadap ps g pada wilayah V dan kejaksann Negert
Sasarsn Reglatan. . Pusat
Meninighatatyu optimolinan p unggnran yang ok
indikator Kinetja Keglutun:
Pﬂ‘le’nl&slf; _ I;:lg‘i;tua;w ;)»e‘ngel\m;ir; . t:llik bedan{; keuangan dan sistem 50 60 70 B0 a0 Jakse Agung Muda Bidang Pengawasan
v di Biduny Tugna
Tntelijen, m Umum, Tindak Fidans I'c'h wert Perrats Pusat
Indikator Kinerja Kegl
Persentase Kegh di bidang jan dan tugas umum, =5 60 - 50 % Jakse Agung Muda Bifiar g Pengawasan

intetijen, tindak pldana umum, tindak pidana khusus serta perdata dan tata
usaha negara

fing

Indikator Kinerja Kegiatan:

I > kegiatan penga aparatur Kejak oleh Kejak Tinggi
dan pengembangan sistem pelaporan, penilaian dan penyusunan program

50

70

80

90

Layanan pemeliharaan sistem informasi pada bidang pengawasan

Jakse Agung Muda Bidang Pengawasan, Kejaksaan Tinggi,
Kejaksamn Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negert
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Target "~ Aloknal [dnlam juta ruplih)

Program/Kegiatan { {Output)/Indika Unit Organisasi Pelaksana

Sasanan Regiatun
Meningleatnym Keg Mansjemen dan D Telnin Pusat
Jaionyn pada Jaksa Aguing Muths Bidaig
Indikator Kinerja Kegiatan:
Jumlah layanan dukungan manajemern Eselon I 1 1 1 1 1 Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
Jumish bgrani pers 1 1 1 1 1
v Kegatan:
Menlnghumnyn Ap Republik Indencsia yang gl Pusat
Fendidilan dan Pelitihnn (Diklat) Teknis Fungsional
Indikator Kinerja Kegiatan:
Perseniase aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang mengikuti diklat 25 35 Badan Pendidikan dan Pelatihan
teknis fungstonal
Persentase aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang mengikuti diklat 25 35
pemulihan aset
Per - aparatur Kej Republik Indonesia yang mengikut! diklat 25 35
terpadu UU SPPA =
Persentase aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang mengikuti diklat 25 35

lingkungan hidup

Jumlah aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang mengikuti diklat
pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa

Persentase aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang mengikuti diklat
siber (dasar, lanjutan, dan terpadu) (mendukung major project)

Persentase aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang mengikuti sertifikesi
dalam pelaksanaan Security Operation Center (SOC) (mendukurg major

25 35

25 35

[Sasarnn Keglntan: :
Menimghatmyn Apumtur Kiaksaan Republik Indonesia yeng mengikuti Diklat Pusst
Franiydy dan Kepemisupi

Indlkatorw:

Persentase Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang mengikuti diklat 25 35 o - : Badan Pendidikan dan Pelatinan

Kegiun:
[Terbalsamanyn Layanan Pendid(kan dan Pelatifian Prust
Indikator w:
Terselenggaranya Layanan Pendidikan dan Pelatihan 1 1 1

Badan Pendidikan dan Pelatihan

wantnya Feg LA T Baedan Pendidikan dan Pusat
Indikator Kinerja Keglatan:
Jumlah lasanan duku men Eselon 1 1 1 1 1 1 Badan Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah sarana dan pif il internal 1 1 1 1 1
umiah lavanan toran 1 1 1 ] 1

Meningkatiys Pelaksanaan Operasl Intelijen yutig Berkuitan denyan Bidong
Tdeoligi. Politik, Pernhinan dan Key
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Target Aloksal [dalam [uts repiaii)
Ou / Kegi ¢ Lokasi
Program/Kegiatan Program | ) (Output)/ 2020 | 2021 2022 2023 | 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Unit Organisest Pelaksana
Indikator Kinerja Frugram 17
Persentase pelaksanaan operasi inteljen yang berkaitan dengan bidang 10 15 20 25 30 Jaksa Agung Muda Bidang Inteljen, Kejaksaan Tinggi,
ideologi, politik, pertahanan dan keamanan Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
Persentase Pelaksanaan terhadap Major Project penguatan NSOC-SOC dan 40 60 70 80 0
Pembentukan 121 CSIRT
Samitre Proggram 2:
| Meningimtnyn pelnkssnasn Operast Intelijen yung berkinlion dengan bidang
sobld), budoys dan kemussarioden
Indikator Kinerja Program 2:
Persentase p 1 operasi inteljen yang berkaitan dengan bidang 10 15 20 25 30 Jaksa Agung Muda Bidang [ntelijer
sosial, budaya dan kemasyarakatan
Qusaran Progrum 3;
'k Crperant Int2ilen yang berk dengn bitdang
el din
Indikator Kinerje Program 3°
Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang 10 15 20 25 30 Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
ekonomi dan keuangan
Sasarun Program &
e Pl
Indikator Kinetji Projgum 4
50 60 70 80 90
Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis Jakss Agung Muda Bidang Inteljjen
Summ Program 5:
operntd intelijen yung berl denigin teknologl
-pmdunl inteliten
Indikator Kineria Program 5;
Persentase pelaksanaan operasl intelijen yang berkaitan dengan teknologi 10 15 20 25 30 -
informasi dan produlksi inlelijen Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
Samran Program é:
(Mentnglmmys kualitos din kisuntitus peagulyban dun peresangan bulun
Indikator Kinerla Frogram 6:
Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum 20 25 ] 35 40 Jakss Agung Muda Bxdang Tindak Pidana  Umum,
Kejak Tinggi, K Negeri, dan Cabang
Kejaksaan Negeri
Sasuran Program 7
Wk kep I ku  leep Il tethadap  Inyunan
perluben dan . penerngar huku
Indikator Kinerja Prnynm 7
Indeks kep pent terhadap lavanan penyuluhan dan ° : B 35 40 Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum,
penerangan hukum Tinggi, K Negeri, dan Cebang
chaksaan Negert
Indikator Kinetja Program 8:
Persentase perkara yang diselesaikan berdasaran keadilan restoratif 30 40 50 6¢ 70 Jakse Agung Mude Bidang Tindek Pidana Umum,
Kejak Tinggl, Kejeal Negeri, dan Cabang
Kejaksaan Negeri
[Fasamn ma
Huﬂw kualites Peoyelesalan Praonganen Perkar Tindaic Pudann
Indikator Kinerja Program 9:
Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga 75 80 85 S0 95 Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umilim,
Prapenuntutan Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan  Cabanghejnltssan
Negeri
Persentase perkara tindak pidana umurm yang diproses hingga Penuntutan 75 80 85 90 95 8
Persentase perkara tindak pidana umum yang m kracht van gewisde 75 80 85 @ 95
(berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi
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Program/Kegiatan

S Program {Out. o/ Kegi

(Output)/

Lokasi

Tasget

Aloknal [inlam juis raplah)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2022

2023

2024

Unit Organizsasi Pelaksana

| S4maran Progeam 10° T _
Monighamyn feepiasan, mady hadap lay

Indikator Kinerja Program 10

Ir.deks kepuasan masyaraket terhadap layanan hukum bidang tindak pidana
umum

3.8

4.2

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum,
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan
Negeri

Sasaran Progovm 11;

Pe Perkare Tindak Pidana Korupsi dan
TAPL secnrn T L bel dan Profesional

Indikator Kinerja Program 11:

Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat

70

75

80

85

Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang
yang diselesaikan pada tehap penyelidikan

70

75

85

Prersentiase pericirn tndak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang
yang diselesaikan pada tahap penyidikan

70

75

80

85

8 8|8

Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang
vang diselesaikan mlmp prapenuntutan

70

75

80

85

Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang
yung diselesaikan fits thlip penuntutan

70

75

85

8

Pergentase Perkam tindak Pidena Korupsi dan tindak pldana pencucian uang

scxtis dnlah stk

85

95

Persentase pengembalian kenigian keuangan negara melatui jalur pidana
|chusus

85

87

95

97

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus,
Kejaksaan Tinggi, Kejakssan Negeri, dan Cabang Kejaksaan
Negeri

s-mun Program 12:

Perkara Tindak Pidana Khusus,

(kepabonnnn, Cukni dan Pnjak) dan TPPU secara ransparan, skuntabel dan
nfesionul

Indikator Kinerja Program 12:

Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pgjak} dan

T0

75

85

20

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus,

tindak pldana pentucian unng wang diselesaikan i tahsp prapenuntutan

Persentase perkara tindak pidana khusus (kzpebeanan, cukal, dan pajak)
dan tindak pidnna pe ian uang yang d ikan poda tabiag penuntutan

70

75

80

85

90

Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukal dan pajak) dan
tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi

70

75

80

85

20

Kejal Tingg, Kejal Negeri,dan Cabang Kejaksaan
Negerl

Sasarnn Program 13
|Konsensus penuntesan Perkara Pelanggaran HAM yang berat dengan
I g terloy

Inelllemtore Biner] 13:

Persentase penyelesajan penanganan pelanggaran HAM yang berat

70

75

85

95

Jaksa Agung Muda Bxdang Tindak Pidana Khusus,
Tinggi, Negeri, dan Cabang
chakmnNegerx

Sasirnn Program 14:

| Perbolimn Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkare Tindak Pldana
|Karupsl  dan Tindak Pidana Pencusian Uang, Tindek Pldana Khusus
(Kepabeanan, Cuki dan Prjak) dan Tindek Pidana Pencucian Uang Berbasia

Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan
perkara  tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak
pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara onfinedi  seluruh
Kejaksaan Tinggl, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

70

80

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus,
Kejaksaan Tingg, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan
Negeri

ﬁ-rtn Prograin 15;
egar

Penyelesakn Perlmm Ferdata don Tae Usaha

Indikator Kinerja Program 15:

Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi

70

72

77

30

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha

Persentase perkarm perdita yany diselesaikan melalui jalur non litignl

70

72

77

Negara, Kejak Tinggi, Kejak Negeri, dan Cabang
Kejak Negeri

Peracntase perkara tata usaha negara yang diselesaiakan melalud jalur litigasi

70

72

77

80

Persentase perkara tata usaha negara yang diselesatakan melalut jalur litigasi

70

72

77
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. Target ~ Alnknal [dalum juta raplah]
Pr Kegiata, Proj Outcome)/ Kegi Ou Lokasl
ogram/Kogiatan gram { (Output/ 2020 | 2021 2022 2023 | 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Unit Organisast Pelaksana
Subnmn Projriim 16:
gk Pon 1 ginn Keusngen Negurs Melalil Judle
Porrdaite
Indikator Kinerja Program 16:
Persentase pengembalian keruglan negara melalui jalur perdata 75 77 78 79 30 Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang
L Kejaksaan Negeri
| Saspran Pogmam 17
XSO Teliik et F Terth Fitkum,
Pelnynnan Hubowm dan Tindalon Hukum Laln
Indilmtnr Kinerja Program 17:
Jumlan kegj pertimb hukum, pelay huium dan tindakan 969 969 969 969 969 Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha
hukum lain Negara, Kejaksaan Tingg, Kejaksaan  Negerd, don Cabang
Kejaksaan Negeri
ot hw-nm 18!
Meningkamyn Kepumman Magmmmkal Techiduy Laymon - Pertinbmngn
Indikator Kinerja Program 18:
Indeks kepuesan masyaraket terhadap layanan hukum perdata dan tata - 3.9 4.0 Jaksa Agung Muin Bidang Perdata dan Tata Usaha
usaha negara Negara, Kejaksaan Tinggl, Kejaksaan Negeri, dan Cabtang
Kejaksaan Negerd
Sasamin Proggmm 19
Iriggh Tehais Py Yang Oiiakul
Cebiturnt
Indikator Kinerja Program 19:
Jumlah kegiatan koordinasi teknis | 2 Mtati P - - 15 50 60 Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, dan Kejaksaan
fraud, monev dan pelaporan) tahup penindakan Tinggf
Jumlah kegi koordinasl tekals { 2 itative, pencegal 4 & 15 50 60
[hiud, monev dan pelaporan) tahap penuntutan
Jumlah kegiatan koordinasi teknis ( s ive, p - - 10 25 5
| fieuied, monev dan pelaporan) tahap eksekusi, upaya hukum luar bissa dan
| eksaminasi
Himaran Program J7)-
A glitiyn Penyel F i Prharo § leadtny [Penyelidionn,
Penyidioin, Fenuntotan, Blsekunl, Upayn Huloam, dan Barang Bukt)
Indikator Kirigtf Program 20 %akaa 1 Agung Muda Bidang Pidana Militer, dan Kejaksaan
Persentase perkara koneksitas yang disclesalkan pada tahap penyelidlkan - . 15 20 25 neg
Fersentase perkaru koneksitas yang disclesaiinn pada tahap penyldikan 15 20 25
Persentase perkara koneksitas yang diseirsalkan pada tahep penuntutan - 15 20 25
Persentase pelaksanaan putusan hakim perkara koneksitas vang telah - 15 20 25
| Persentase pengrmbalian kerugien negin perjors koneksitas 2 - 15 20 25
Hanwran Program 21
rgd Kep 4 al 1 Teamm
1 D i K rian) Lombagn Tedeadt Lilnmyn Terhadap
Lagmnan - Hubkum  Berupa  Noordinpel Teknld Perfturs  Odilunit  dan
rnnganas Peeiir Jouftan
Indikator Kinerja Program 21:
Indeks K relasi terhadap hukun} bidang 20 26 28 Jakss Agung Muda Bidang Pidana Militer, dan Kejaksaan
pidana militer i kel kor dan 3 8 Tingg
sinkronisasi/kolaborast
Susaran Progrum 212!
Meninglatnya  Penyelesalin | 7 rh Tindak Mdona Umuoin,
Tindak Mdene Knusis, Perdats dan Tuls Usahi Negurs, Peror Kooelnjas
i Kejmbtmaur Tinggs, Kejnlosman Nogen dan Cabang Kjoksaan Negerd
Indikator Kinerja Program 21:
Persentase penyelesalan penanganan perkara tindak pidana umum, tindak - 46 51 55 59 Kejak Tinggi, Negerl, dan Cabang
pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Negen
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negerl
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Pr. Kegint P Outcome)/ s Kegl Ou Indikat: Lokasi |- Target mlmmlﬁ ruplah) ——1
ogram/Kegiatan gram ( g |Output)/In or 5030 5021 ETT) 2035 5550 TR e 255 e Unit Organisasi Polaksana
wzmmw.mmmmwm Pusit
Ind:kalor Kinerja Kegiatan:
Persentase hasil kegiatan pelaksanaan operasi lmchjen di bidang sosial 70 75 80 85 90 Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
budaya dan kemasyarakatan
——yr , -
Meninglecnys Peiksonen Operssl Inwlijen ¢l Bidusig Skonoel dun Py
Heuangan
Indikator Kinerja Kegiatan:
Persentase hasil kegiatan pelaksanaan operasi intelijen di bidang ekonomi 70 75 80 85 90 Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
dan keuangan i
Hum Prinknanasn Operas hmmnn di g Teknakogl 1farmast Pumat
fidan Intelifsn
Indikator Kinetja Kegiatan:
Persentase hasil kegi lak operasi {jen dl bidang teknologi 70 75 80 85 90 Jaksa Agung Muda Bidang intelijen
informesi dan produksi lntclqcn
mw Pelilesansin Operntl Intelljen dl| Bidung Ideologl, Potitik, Pusat

Prrtahunan dan Kenmanan

Ilndikator Kinerja Kegiatan:

Persentase hasil kegiatan pelaksanaan operasi intelijen di bidang ideclogi,
politik, pertahanan dan keamanan

Jaksa Agung Muda Bidang Inteljen

Menigaraye Dulangon Intelljen Terbadup Trges dan Fungsl Krjakoanan
ww . di- Xejwhinan thd.mmmmo.m
Negerl
m-tar Kinerja Kegiatan.
Jumimh laporan hasil kegatan pcnycﬁfhm/pengamnan/penggalangan 1037 1500 1549 1597 1645 Keia) Tinggl, Kejak Neger, dan  Cabang
kasus intelijen Kejaksaan Negeri
Jumlah laporan hasil kegiatan posko intelijen 49 51 51 51 51
Jumlah laporan pengawasan eliran kepercayaan masyarakat 468 1404 1452 1500 1548
Jurnlah laporan P aset 330 340 340 340 340
Jumlah laporan kegiatan pencarian DPO 104 107 107 107 107
Pusa din
: unn Hukun Jiaa ih.
Indikator Kinerja Kegiatan:
Jumiah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Peperangan 32 32 32 32 32 Pusal Pencrangan Hukum, Kejakssan Tingg, Kejaksaan
Hukum Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
Layanan media dan keh di Pusat Per 1gan Hukum 1 1 1 1 1
Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum 1 1 1 1 1
Llumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan 1 1 1 1 1
Hukum
Jumlah lembaga yang telah diberl penerangan hukum pada Kejaksaan 531 564 1099 1131 1163
Tinggj, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
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Turget Alnkasi (dalam juta ropiah)
ta; Pre {On )/ S iat; Ou Indikat: Lokasi Unit O isasi Pelaksas
Program/Hegiatan cgram | ! Keglaten (Output)/Indikator 2020 | 2021 2022 2025 | 2024 2020 2021 2022 2023 2024 rgunisast Prlsksans

Jumiah Iembaga pendidiken yang diberikan penyuluhan hukum di 1530 2328 2402 2456 2530
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
Layanan informas| publik di Kejaksaan Tingg 33 33 34 34 34
Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejak Tingg, Rejaksaan Negeri, dan 1437 1938 2004 2068 2132
Cabang Kejaksaan Negeri
Jumlah kampanye anti korupsi di Kejeksaan Tingg), Kejaksaan Negeri, dan 1062 1062 1094 1126 1158
Cabang Kejaksaan Negeri
Meningkattiya Kegluan Dukungin Manajenen Teknin Lainiya pada Julos Pumt
Agung Mudi Biduny litelijen '
Indlkatoe Kinerfn Keglatan:
Jumlivh liimnun Cross Platfurm Kejaksaan Agurng 1 1 1 1 1 Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
|Jumlah lygommn pencegnhan dan perangkatan 50 30 S0 50 30

umiah Tautical Intefijer Sthition 1 1 1 ) 1
Jumiah liumnan i sistern AT T 1 1 1 1 1
L iharann tan intelijen 1 1 1 1 1
Persentase serangan siber yang i melalui S ity Operation Center 50 55 60 65 70
(80C)
Jumlah layanan dukungan wienajemen Estlpn { 1 1 1 } 1
. /umlah layanan perkantoran 1 1 1 1 1

Hasari Kegiatin: N _ il
Meninglminyn Opemsi Intelilen i Eideng Pengamanan  Pembangunan

Htentegls -
Indikator Kinerja Kegiatan:
Persentase pembangunan strategls yang diberlkan pengawalan 35 40 50 60 75 Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase penyelesalan perkars tindek pldana tertusdap orang den harta 70 75 - - - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
benda dalam tahap prapenuntutan

Persentase penyelesajan perkara tindek pidana terhadep orang dan harta 70 75 - - -

benda dalum tahap penuntutan

Persentase tan laporan eksekusi dan ek inasi perkara tindak 70 75 -

pidana terhadap orang dan harta benda

Persentase perkara tindak pidana terhadap orang duit harta benda yang 20 30 . = N

diselesaiknn dalam tahap melalui p keadtlan restoratif

|Indikator Kinetja Kegjatan:
Persentasc penyelesalan perkara tindek pidana Kamnegtibum dan tindak 70 75 . - - Jaksa Agung Muda Bideng Tindak Pidana Umum
pidana umum lainnya delam tahap prapenuntutan

?__'——I_-._L.———\.

Persentase penyelesaian perkara perkara tindak pidana Kamnegtibum dan 70 75 -
dan tindak pidana umum lainnya dalarn tahap penuntutan
Persentase penyelesaian laporan eksekusi dan ek inasi perkara tindak 70 75 -
pidana Kamnegtibum dan dan tindak pidana umum lainnya
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Target Alokaal (lalam juts rupiah]
K ta Pro. O o/ ® Ou T Lokasi Unit Organisasi Pelaksana
Program/Kegiatan e ( ! (Outpeti/ 2020 | 2021 2022 2023 | 2024 2020 2021 2022 2023 2024 ® °
Persentase penyclesaian perkara perkara tindak pidana Kamnegtibum dan 50 60 - L 3
dan tindek pidana umum lainnya dalam tahap penuntutan melalui
pendekatan keadilan restoratif
Persentase penyelesaian perkara siber melalui satgas siber (dalam rangka 35 40 - - -
Major Project)
B eIy = = - e R e == ===
O ot bl == [ S P — e _— = -
Indtkator Kinerja Keglatan: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
Persentase penyelsiinn penanganan perkara tindak pidana narkorika dan 70 75 -
zat adiktif lainnya dalam tahap prapenuntutan
I pen; § perkara tindak pidana narkotika dan 70 75 -
zat adiktif lainnya dalam tehap penuntutan
Persentase penyelesaian laporan eksekusi dan inasi perkara tindak 70 75
pidana narkotika dan zat ediktif lainnya
Persentase penyejesalan penanganan perkara tindak pidena narkotike dan 70 75 « -

zat adiktif lainnya dalam tahap penuntutan melalui pendekatan keadilan

Jaksa A;.mg Mﬁ:;) Bideng Tindak Pidana Umum

Indikator W
Persentasc penyelesalan perkars tindak pidana tererisme dan lintas negara 50 60 -
dalam tahap praperuntutan
Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana terorisme dan 50 60
lintas negara dalam tahap penuntutan
Persentase penyelesaian laporan eksekusi dan el inasi perkara tindak 50 60 - - -
pidana terorisme dan lintas negara
Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana terorisme dan 50 60 - - -
lintas negara dalam tahap penuntutan melalui pendekatan keadilan
restoratif
—=— e ~ e o == |
Tingsi, hei ' | '
Indikator Kinerja Kegiatan! — -
Persentase penyeclesalan penanganan perkara pidana umum di Kejaksaan 70 75 - - - Kej n  Tinggl Kej Negeri, dan Cabang
Tinggl, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap Kejaksaan Negeri
prapenuntutan
Persentase penyelesalan penanganan perkara pidena umum di Kejaksaan 70 75 - = -
Tinggi, Kejaksaan Negerl, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap
penuntutan
Persentase penyelesaian penanganan perkara pidana umum di Kejaksaan 70 75
Tinggi, Kejaksaan Negerl, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap
eksekusi
Jumlah layanan dukungan manajemen penenganan perkara tindak pidana 1 1 -
umum di Kejaksaan Tinggi
70 75 - - -

Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh
i, Kej Negeri, dan Cabang

jajaran Kejak di daerah Kejal Tinggi,

Kejaksaan Negeri melalui !

It
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Muda Bidang Tindek Pidana Umum

Target Alokasl {ialam juts rupiah)
Program/Kegiata: 8 Program {Ov 3/ K Ou: Indikate Lokasi Ugit Organisasi Pelaksana
=/ " o (Output/ Indikator 2020 | 2021 2022 | 2023 | 2024 2020 2021 2022 2023 2024 €
Indikator Kinerja Keghatan,
Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum pada Jaksa Agung 80 85 90 Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

Indikator Kinerja Kegiatan:

Jumlah 1 Eselon

dukungan

Jumleh layanan perkantoran

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

can dun Fenyidikan Pidunia Korupel dan Tindak Pidenn Peacnclen |

pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan,
dan cukai

Fensaganan Penyelidikan dan s -— SIS | SRR 10,353 < - .
MIM“MWM = | — j————— e g |
Sasarun Regatun:
fym Penyelesaian Penyelidikan dan Penyldikan Tindek
Pidona Kotupsl dan Tindak Plduna Pencucian Uung Secars Tepat dan Pusat
Berkendlian di Jaksa Agung Muda Bideng Tindak Pidana Khusus
Indikator Kinerja Kegiatan:
layanan laporan dan pengaduan maesyarekat terhadap tindak pidana 1 1 - B - Jaksa Agung Muda Bideng Tindak Pidana Khusus
|korupnl
Persentase penyelesaian penyelidiluin perkara tindnic pidana korupsi 60 70
Persentase penyelesaian penyldikan perkara tindak pidana korupsi 60 70 -
Persentase penyelesaian penyldikan perkara tindak pidana pencucian uang 60 70 -
Persentase penyelesajan pra peradilan perkara tinduk pldana korups! dan 60 70
penuciun uang
Persentase lesaian pelacakan ase: dan p Tol barang bukti ] 70 - - 3
i — — — —
INABLINE i Mtﬁn-w hhwn 016 T : A X
ﬁ'h-nn Kmnlxn
Lamat , Prap dan P
Tmniuk Puhnu Korupsi, Tindak Pldana P Uang, Pusat
, Cukai secars Tepat den Berkeadian di Jaku Agung “Muda
Tinudule Pidsne Khusus
Indikator Kinerju Hegiainn:
Persentase penyelesalan perkara T tuten dan penuntutan tindak 60 70 Jaksa Agung Muda Bideng Tindak Pidana Khusus
pidana korupsi
Persentase p perkara uten dan penuntutan tindak 60 70 - - -
pidana pencucian uang
[Persentase penyriesnlnn perkars prap utan dan p T tindak i) 70 E
pidana perpajakan
Persentase peny i perikara pr uten dan per 1y tindak 60 70 = = =
pidana kepabeanan dan cukai
|
m-mt-h dun Ekamigast Tinduk Pidans Korupsl day Tindek Pldans Khuaus 5
Labrticys i Jukena Agung esds Tidassg Tinddak Phiana Kyuesa 1218 1342 1.409 1,480
| Sunamin Kegtatan; Pusat
Indikator Kinerja Kegiatan:
Persentase penyelesaian upeya hukutn luar biasa perkara tindak pidana 60 70 80 85 90 Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai
Persentase penyelesaian laporan eksekusi dan eksaminasi perkara tindak 60 70 80 85 90
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Program/Kegiutan 8

(Output}/Indikator

Lokasi

2021

2023

2024

2024

Unit Organisasi Polaksana

hl_': ARt EAyY

Fhﬁnnmm

dan jesaiar; Perkara Tindak Pidana
Kmkamemuwnumame%mHAMamtdl
(Jithsa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

Pusat

Indikator Kinerja Keglatan:

Persentase laporan dan p perkara tindak pidana
korupsi, tindak pidana khusus lamma dan tindak pidana HAM berat di
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

60

70

85

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

120238

H15047 s

H

Indikator Kinerja Kegiatan!

Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidann korupsi

70

K Tinggi, Kejal Negeri, dan  Cabang

Persentase penyelesaian penyidikan perkar tindak philans korupst

70

Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi

70

Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang,
perpajakan, kcpabcanan dan cukal

8| 32| &

70

Persentase peny
pidena p

perkam tindak pidana korupsi, tindak
) Uang, perpaj P dan cukai

60

70

Korupsi, tinthak pidana pencuclan uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai
1 Kefaksaan Tinggi

Kejek Negeri

510

[Sasran Regntun:

Pusat

Indikator Kinerja Kegiatan:

Jumiah layanan dukungan manajemen Eselon |

Jakse Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

Jumileh lapunan perkantoran

Rhusun

Femuntutan, Eksaiiel dan Rhuemiissal Tinduk Plidens AW Barat

P P prapenyidikan, penyidikan,
: i tindak pidana HAM berat di Jaksa
a;un; Muda Bldana‘l‘indak Pidana Khusus

Pusat

lmtlluln( Hinerjn I\egiatan

Persentase peny plap il p tindak pidana HAM berat

Persentase peiyelesaian penyidikan prrkara tindad pidans HAM berat
{3

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

Persentase lesainn penuntutan tindak . HAM berat

Persentase penyricsainn ekackusi pericarn tindak pidanuy HAM berat

Persentase p

Meninghaunys Peayelesalin Kegintsn Peningenan dan Pervelrsalan Perkam
MmﬁmmmdlthMTmW

Indikator Hinerjs Kegk

Persentase bantuan hukum penyelamatan

70

75

Pergentase bantuan kukum peroulihan

70

75

Persentase bantuan hukum di forum artitrase

70

75

Persentase penyelesaian penangenan perkara perdata

ey Kunntiias Peayelesalan Peekam Ta Usatia Negare

rang Dilu)

70

75

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

e
Indikator Kinerja Ki

Persentase bantuan hukum tata usaha negara

70

75

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
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8. 10U al5: Keagi

{Output)/Indik:

gr t i 4

Lokasi

2020

2024

2020

2021

2024

i1

Persentase bantuan hukum uji materii

70

Persentase | i nan perkara tata usaha negara

Pawat

70

Unit Organisasi Pelaksana

Indikator Rinetjn Keglatan

[Persentase pelaksarsan g i peradapat hukum

70

75

80

85

Persentase pendampingan dan audit hukum

70

75

80

83

Persentase tinduknr: hukum lain dan pelayanan hukum

y d Perloum Periain dan
wwwkam oy

70

75

83

8[8[8

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara

Indikator Kinetja Keglatan:

Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara
i Kejaksaan Tinggl, Kejaksaan Negerl, dan Cabang Kejaksaan Negeti

70

Kejak Tinggt, Negeri, dan Cabang

Kejak Negeri

Persentase pemberian pertimmngan hukum

70

.Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis

ary Pertimiba Hulkum dan Perknra Perdata dan
Usahs Negarn o

Aging Mude Bidang Perdiu din Taia Usahu

Indikator Kinerja Kegiatan:

Jumlah laporan pertimbangan hukum dan penyelesaian perkara perdata dan
tata usaha negara di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha

Hasann Kegiutan;

e
Indilmior Kinerja

Pronngenan Perkate K1

Tuk Per ™ 1

F g Peny Perkara Tindak Pidans Umum,
Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di
hejaksman Tinggl, Kejaksaan Negeri, den Cabang Kejaksasn Negeri

Jakss Agung Mitda Bidang Perdata dan Tata [Jsaha Negara

Indikator Kinerii K

JJumigh laporan p dan penyelesainn perkara tindak pidana
umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negare, perkara koneksitas

di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Neger, dan Cabang Kejaksaan Negeri

w4 Jalews Agting Mud

fasaran Keglatun ]
(Terinkutrinys Persnjanis Prridsm Konelodtin 61 Jpksa Agung Muda Fidunn

409,311

409411

409.511

Kej Tinggl, Kejal
Kejaksaan Negeri

Negeri, dan Cabang

Indikator Kinerja Kegintan:

\jumlah laporan penanganan perkara koneksitas di Jaksa Agung Muda

Bidang Pidena Militer

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
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Targot | Alokusl [@alum Juta rupinb]
P (O / Kegi Lokasi | Unit Orgwnisasi Pelaksana
Program/Keglatan ropram { u {0utpnct)/ B 2020 | 2021 2022 7033 | 2024 2020 2021 2022 2023 2024 e
"
Basaran Kegatan:
Tayanie Dukurgen Tekotis di Jakes Agling Mud Tl Pidann Miller Pt
Indikator Kinerju iegiatun:
Jumlah laporan perkara ksitas di Jaksa Agung Muda - ! ! 1 ! Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
Bidang Pidana Militer

*Keterangan : - (belum ada target atau aJokasi berkaitan dengan perubahan pada Revisi Renstra Tahun 2020-2024)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN
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LAMPIRAN III

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020-2024

MATRIKS KERANGKA REGULASI

URGENSI PEMBENTUKAN
ARAH KERANGKA REGULASI | BERDASARKAN EVALUASI UNIT PENANGGUNG TARGET
NO. DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI EKSISTING, JAW AB' UNIT TERKAIT/INSTANSI PENYELESAIAN
REGULASI SERTA KAJIAN DAN
PENELITIAN
1. | Revisi Undang-Undang | Penyesuaian mengikuti | Jaksa  Agung Muda |- Jaksa Agung Muda Bidang 2021
Nomor 16 Tahun 2004 | perkembangan organisasi dan | Bidang Pembinaan Tindak Pidana Umum;
tentang Kejaksaan Republik | perkembangan hukum - Jaksa Agung Muda Bidang
Indonesia Tindak Pidana Khusus;
- Pusat Pemulihan Aset; dan
-  Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
2. | Peraturan Pemerintah | Penyesuaian mengikuti | Jaksa Agung Muda | Kementerian Hukum dan 2022
tentang Organisasi dan Tata | perkembangan organisasi dan | Bidang Pembinaan Hak Asasi Manusia
Kerja Kejaksaan Republik | perkembangan hukum
Indonesia
3. | Peraturan Kejaksaan | Penyesuaian mengikuti | Jaksa Agung Muda | Kementerian Hukum dan 2022
tentang Organisasi dan Tata | perkembangan organisasi dan | Bidang Pembinaan Hak Asasi Manusia
Kerja Kejaksaan Republik | perkembangan hukum
Indonesia
4. | Peraturan Kejaksaan | Sesuai dengan Visi dan Misi [ Jaksa Agung Muda (- Kementerian 2021
tentang Rekrutmen Aparatur | Kejaksaan Republik Indonesia | Bidang Pembinaan Pendayagunaan Aparatur
Kejaksaan Republik | Tahun 2020-2024 Negara dan Reformasi
Indonesia Birokrasi; dan

-  Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
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5. | Peraturan Kejaksaan | Sesuai dengan Visi dan Misi | Jaksa Agung Muda Kementerian 2021
tentang Promosi dan Mutasi | Kejaksaan Republik Indonesia | Bidang Pembinaan Pendayagunaan Aparatur
Aparatur Kejaksaan Republik | Tahun 2020-2024 Negara dan Reformasi
Indonesia Birokrasi; dan
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
6. | Peraturan Kejaksaan tentang | Sesuai dengan Visi dan Misi | Jaksa Agung Muda Kementerian Keuangan; 2021
Mekanisme Perencanaan, | Kejaksaan Republik Indonesia | Bidang Pembinaan Kementerian Perencanaan
Pelaksanaan dan | Tahun 2020-2024 Pembangunan Nasional/
Pertanggungjawaban Badan Perencanaan
Anggaran Kejaksaan Pembangunan Nasional,;
Republik Indonesia dan
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
7. | Peraturan Kejaksaan | Sesuai dengan Visi dan Misi | Jaksa Agung Muda Kementerian Keuangan; 2021
tentang Mekanisme | Kejaksaan Republik Indonesia | Bidang Pembinaan Kementerian Perencanaan
Monitoring dan  Evaluasi | Tahun 2020-2024 Pembangunan Nasional/
Kinerja dan Anggaran Badan Perencanaan
Kejaksaan Republik Pembangunan Nasional,;
Indonesia dan
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
8. | Peraturan Kejaksaan tentang | Mendukung Program Prioritas |- Jaksa Agung Muda Kementerian Perencanaan 2020
Penanganan Penyelesaian | dalam Rencana Pembangunan Bidang Tindak Pembangunan Nasional/
Perkara melalui Keadilan | Jangka Menengah Nasional Pidana Umum; Badan Perencanaan
Restoratif Tahun 2020-2024 - Jaksa Agung Muda Pembangunan Nasional;
Bidang Tindak dan
Pidana Khusus; Kementerian Hukum dan
- Jaksa Agung Muda Hak Asasi Manusia.
| Bidang Pembinaan
9. | Peraturan Kejaksaan tentang | Mendukung Program Prioritas | Jaksa Agung Muda Kementerian Perencanaan 2020
Teknologi Informasi | Rencana Pembangunan | Bidang Pembinaan Pembangunan Nasional/
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Kejaksaan Republik | Jangka Menengah Nasional Badan Perencanaan
Indonesia Tahun 2020-2024 Pembangunan Nasional;
dan
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
10. | Peraturan Kejaksaan tentang | Mendukung Program Prioritas | Jaksa Agung Muda Kementerian Perencanaan 2020
Tata Kelola Teknologi | Rencana Pembangunan | Bidang Pembinaan Pembangunan Nasional/
Informasi di Lingkungan | Jangka Menengah Nasional Badan Perencanaan
Kejaksaan Republik | Tahun 2020-2024 Pembangunan Nasional,
Indonesia dan
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
11. | Peraturan Kejaksaan tentang | Mendukung Program Prioritas | Jaksa Agung Muda Kementerian Perencanaan 2020
Rencana Induk | Rencana Pembangunan | Bidang Pembinaan Pembangunan Nasional/
Pengembangan Teknologi | Jangka Menengah Nasional Badan Perencanaan
Informasi (IT Masterplan) | Tahun 2020-2024 Pembangunan Nasional;
Kejaksaan Republik dan
Indonesia Tahun 2020-2024 Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
12. | Peraturan Kejaksaan tentang | Sesuai dengan Visi dan Misi | Jaksa Agung Muda Kementerian 2020
Reformasi Birokrasi | Kejaksaan Republik Indonesia | Bidang Pembinaan Pendayagunaan Aparatur
Kejaksaan Republik | Tahun 2020-2024 Negara dan Reformasi
Indonesia Birokrasi; dan
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
13. | Peraturan Kejaksaan tentang |- Hasil penilaian Tingkat | Jaksa Agung Muda Badan Pengawasan 2020
Penyelenggaraan Pengawasan Kapabilitas Aparat | Pengawasan Keuangan dan
Kejaksaan Republik Pengawasan Intern Pembangunan;
Indonesia Pemerintah (APIP) Kementerian
Kejaksaan Republik Pendayagunaan Aparatur
Indonesia Tahun 2019 Negara dan Reformasi

Birokrasi; dan
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- Sesuai dengan Visi dan Misi -  Kementerian Hukum dan

Kejaksaan Republik Hak Asasi Manusia.

Indonesia Tahun 2020-

2024
Peraturan Kejaksaan tentang | Amanat UU Nomor 11 Tahun | Jaksa Agung Muda | Kementerian Kesehatan 2024
Pusat Kesehatan Yustisial | 2021 Bidang Pembinaan
Kejaksaan Republik
Indonesia
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